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Kata Pengantar

Publikasi ini hadir di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan kesehatan, yang dipicu oleh
polikrisis, berbagai krisis saling terkait seperti perubahan iklim, meningkatnya penyakit menular, dan tekanan
terhadap sistem kesehatan nasional maupun global. Di tengah situasi ini, terbuka peluang bagi filantropi untuk
memainkan peran yang lebih strategis. Tidak lagi hanya sebagai pemberi bantuan, filantropi dapat menjadi
mitra penting dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui pendekatan
berbasis komunitas, inovatif, dan berorientasi jangka panjang, filantropi mampu menjembatani kesenjangan
layanan, memperkuat kapasitas lokal, dan mendorong kebijakan yang lebih adil serta responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, filantropi memiliki potensi besar sebagai kekuatan strategis dalam
memperkuat ketahanan sistem kesehatan Indonesia, baik untuk menghadapi tantangan saat ini maupun di
masa depan.

Franciscus Welirang
Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Filantropi Indonesia

Dokumen ini disusun melalui kajian ilmiah yang menggabungkan data empiris, analisis konteks, dan masukan
pemangku kepentingan untuk menelaah peran dan tantangan filantropi di sektor kesehatan. Menggunakan
pendekatan SWOT dan PESTLEV, kajian ini memetakan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi
kontribusi filantropi, khususnya dalam mendukung pembiayaan inovatif, tata kelola program yang transparan,
dan penguatan layanan bagi kelompok rentan. Dengan pendekatan berbasis bukti dan lintas disiplin, dokumen
ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskusi akademik, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi para
pelaku filantropi dan mitra pembangunan dalam merancang program kesehatan yang lebih berdampak.

‘@ Prof. Dr. R. Budi Haryanto, S.K.M., M.Kes., M.Sc.
| @ Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Filantropi Indonesia

Dalam Indonesia Philanthropy Outlook 2024 yang telah kami publikasikan, sektor kesehatan menempati
posisi ketiga sebagai program prioritas dari berbagai lembaga filantropi di seluruh Indonesia. Temuan ini
menegaskan bahwa isu kesehatan telah menjadi perhatian penting dalam ekosistem filantropi. Perhimpunan
Filantropi Indonesia (PFI) meyakini bahwa mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan adil tidak dapat
dilakukan oleh pemerintah atau satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi dari filantropi, masyarakat sipil, sektor
swasta, maupun pemerintah yang saling melengkapi dalam menjangkau kelompok rentan dan merespons
berbagai tantangan struktural yang memengaruhi kesehatan masyarakat.

Publikasi ini merupakan hasil kerja bersama yang mencerminkan semangat gotong royong dan ko-kreasi antar
pemangku kepentingan. Kami berharap publikasi ini tidak hanya menjadi referensi saja, tetapi juga pemantik
lahirnya lebih banyak inisiatif kolaboratif yang berpihak pada kelompok paling rentan, demi terwujudnya
Indonesia yang lebih sehat, adil, dan tangguh bagi semua.

Rizal Algamar
Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia
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Glosarium

Akuntabilitas

Tanggung jawab organisasi dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan
penggunaan dana kepada para pemangku kepentingan.

CSR Corporate Social Responsibility: Tanggung jawab sosial perusahaan berupa kontribusi terhadap
pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk pada sektor kesehatan, yang dapat diwujudkan
melalui program sosial.

Crowdfunding Metode penggalangan dana dari masyarakat luas, biasanya melalui platform digital, untuk
mendukung berbagai program sosial termasuk di bidang kesehatan.

FGD Focus Group Discussion: Diskusi kelompok terarah yang digunakan untuk mengumpulkan pendapat
dan informasi dari para peserta tentang isu tertentu, dalam hal ini terkait filantropi sektor kesehatan.

Filantropi Kegiatan sukarela yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum, terutama dalam bentuk donasi

dana, barang, waktu, atau keterampilan, untuk mendukung inisiatif sosial, kesehatan, lingkungan dan
banyak sektor lain.

Inovasi Pembiayaan

Pendekatan baru dalam mobilisasi dana yang tidak hanya bergantung pada donasi tradisional,
melainkan mencakup skema seperti impact investment, catalytic funds, dan result-based financing.

Jaringan Akar Rumput

Jaringan organisasi atau komunitas lokal yang bekerja langsung dengan masyarakat, biasanya
memiliki hubungan dekat dengan penerima manfaat dan memahami konteks lokal secara mendalam.

NbS Nature-based Solution atau Solusi Berbasis Alam mengacu pada berbagai strategi yang
memanfaatkan ekosistem alam dan proses ekologi untuk mengatasi tantangan lingkungan, sosial,
dan ekonomi.

NGO Non Governmental Organization: Organisasi non-pemerintah yang bergerak di berbagai bidang

sosial, termasuk kesehatan, dan sering kali menjadi pelaksana program filantropi.

One-time Event

Program atau kegiatan yang dilakukan satu kali dan tidak berkelanjutan, misalnya bakti sosial atau
penyuluhan sesaat.

PEPFAR US President’s Emergency Plan for AIDS Relief

PESTLEV Analysis Kerangka analisis eksternal yang mencakup aspek Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Legal,
Lingkungan, dan Nilai-nilai (Value), digunakan untuk memetakan faktor yang mempengaruhi sektor
filantropi kesehatan.

PUB Pengumpulan uang dan Barang adalah regulasi di Indonesia yang mengatur perizinan kegiatan
pengumpulan sumbangan dari masyarakat, yang saat ini dianggap membatasi fleksibilitas
pengelolaan dana filantropi.

RIBK Rencana Induk Bidang Kesehatan

SDGs 3 Sustainable Development Goals: Tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB,
dengan SDG Goals 3 secara khusus berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan.

SWOT Analysis Kerangka analisis internal dan eksternal organisasi berdasarkan Kekuatan (Strengths), Kelemahan
(Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats).

TJSL Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu kewajiban perusahaan untuk menjalankan program
sosial dan lingkungan hidup, yang sering disamakan dengan CSR di Indonesia.

UHC Universal Health Coverage: Cakupan kesehatan semesta, yakni sistem kesehatan yang menjamin

seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami
kesulitan finansial, akses, dan hal lainnya.
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Ringkasan Eksekutif

Dalam beberapa tahun terakhir,
tantangan pembangunan kesehatan
semakin kompleks akibat fenomena
polikrisis, yakni serangkaian per-
masalahan  multidimensi  yang
saling terkait seperti perubahan
iklim, meningkatnya risiko penyakit
menular, dan tekanan terhadap
sistem kesehatan global.

Kondisi tersebut tidak hanya mengguncang
fondasi kesehatan masyarakat, tetapi juga
menuntut respons terintegrasi lintas sektor. Di
tengah keterbatasan sumber daya pemerintah,
filantropi muncul sebagai aktor strategis yang
mampu menjembatani kebutuhan pendanaan,
memperluas akses layanan kesehatan, dan
mendukung upaya penguatan sistem kesehatan
yang berkelanjutan. Budaya dermawan
masyarakat Indonesia, sebagaimana tercermin
dalam World Giving Index, mempertegas
besarnya potensi filantropi dalam mendukung
pencapaian target-target pembangunan
kesehatan dan tujuan pembangunan
berkelanjutan (SDGs), khususnya mewujudkan
kesehatan yang merata dan berkualitas bagi
seluruh lapisan masyarakat.

Paper ini bertujuan menelisik tren, peluang,
tantangan, dan strategi penguatan filantropi
kesehatan berbasis kajian komprehensif,
mencakup studi literatur dan diskusi lintas
pemangku  kepentingan melalui  diskusi
kelompok terpumpun (FGD) dan wawancara
mendalam (IDI). Melalui analisis SWOT,
ditemukan  sejumlah  kekuatan/modalitas
seperti besarnya partisipasi masyarakat dan
jaringan akar rumput yang luas. Tantangan yang
dihadapi meliputi budaya donasi yang masih
reaktif, kurangnya program jangka panjang,
serta transparansi dan akuntabilitas yang perlu
diperbaiki. Di sisi lain, peluang digitalisasi,
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model pendanaan inovatif, dan adanya potensi
kemitraan lokal dapat dioptimalkan, sementara
tantangan eksternal antara lain birokrasi
regulasi yang kaku, overlap program, dan tren
menurunnya bantuan internasional.

Analisis PESTLEV lebih lanjut memperdalam
pemetaan dinamika politik (perubahan agenda
pemerintah), ekonomi (hubungan erat antara
status kesehatan dan pembangunan ekonomi),
sosial (kuatnya nilai gotong royong namun
terkadang abai pada penghargaan kerja sosial),
teknologi (digitalisasi penggalangan dana dan
layanan), legal (perlunya reformasi regulasi
sumbangan dan CSR), lingkungan (dampak
degradasi lingkungan pada kesehatan), serta
nilai (signifikansi ajaran agama dan norma sosial
dalam praksis filantropi).

Pada sub bab isu kesehatan tematik, strategic
paper ini membedah isu-isu kesehatan prioritas
mulai dari penyakit menular, penyakit tidak
menular, kesehatan ibu dan anak, kesehatan
seksual dan reproduksi, kesehatan remaja,
kesehatan jiwa, penanganan situasi bencana,
hingga penguatan sistem layanan kesehatan
yang inklusif bagi kelompok rentan. Data dan
praktik baik dari mitra filantropi diulas untuk
memberikan potret aktual kontribusi filantropi
pada peningkatan kesehatan masyarakat.

Center for Indonesia’s Strategic Development
Initiatives  (CISDI) bersama Perhimpunan
Filantropi Indonesia (PFI1) menyusun
strategic paper ini untuk menyediakan
rekomendasi strategis yang diarahkan pada
konsolidasi agenda filantropi kesehatan di
Indonesia. Melalui penguatan sinergi antar
pemangku kepentingan, komitmen terhadap
keberlanjutan, dan peningkatan akuntabilitas,
diharapkan filantropi dapat berperan optimal
sebagai penggerak inovasi dan ketahanan
sistem kesehatan nasional dalam menghadapi
tantangan polikrisis ke depan.




Latar Belakang:

Saat ini, dunia dihadapkan pada situasi
polikrisis.  Polikrisis ditandai oleh
serangkaian tantangan yang terjadi
secara berturut-turut dan saling
berkaitan, meskipun berasal dari isu yang
berbeda-beda.

Ketidakseimbangan yang muncul di antara
tantangan-tantangan ini menciptakan kondisi di
mana permasalahan menjadi semakin kompleks
dan berdampak luas.! Salah satu contoh polikrisis
adalah bagaimana kenaikan suhu permukaan bumi
akibat perubahan iklim akan meningkatkan risiko
penyakit menular dan potensi pandemi. Situasi
ini juga membebani sistem kesehatan global?
Menurut World Health Organization (WHO) dan
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
frekuensi bencana alam yang meningkat akibat
krisis iklim diperkirakan akan berdampak pada 14,5
juta kematian dan kerugian ekonomi mencapai
sekitar 12,5 triliun USD pada tahun 2050.3 Kondisi ini
mempertegas kebutuhan akan respons global yang
terkoordinasi, terutama melalui pendanaan yang
dapat mendukung mitigasi, adaptasi, dan pemulihan
di negara-negara terdampak.

Dalam lebih dari satu dekade terakhir, meningkatnya
bantuan pembangunan (development assistance)
mendorong terbentuknya perhatian donor untuk
mengalokasikan bantuan pembangunan secara lebih
adil kepada negara-negara berkembang. Bantuan

pembangunan global atau disebut juga sebagai
Official Development Assistance (ODA) merupakan
bantuan pemerintah global yang secara spesifik
mendukung dan menargetkan pembangunan
ekonomi dan kesejahteraan di negara-negara
berkembang. Indonesia termasuk ke dalam negara
penerima ODA dalam kategori negara dengan
berpendapatan menengah ke atas, dan bukan
termasuk dalam teritori negara yang paling kurang
berkembang.*

Alokasi pemberian ODA cenderung berubah-ubah
seiring berjalannya waktu, sejumlah penelitian
menunjukkan bahwa adanya pengaruh kepentingan
ekonomi dan politik dari negara donor.® Untuk sektor
kesehatan, alokasi pemberian ODA mengalami
penurunan sejak mencapai puncaknya di tahun
2021, dengan alokasi sebesar 18,7 miliar USD pada
tahun 2023. Dari tren keseluruhan, pada tahun 2024
bantuan internasional menurun sebesar 7,1% setelah
mengalami pertumbuhan selama 5 tahun.® Di saat
yang sama, di awal tahun 2025 sektor pembangunan
dikejutkan dengan berhentinya operasional USAID.
Pemberhentian ini tidak hanya menghentikan
bantuan dari segi pendanaan, tetapi juga hal-hal
teknis lainnya seperti pertukaran pengetahuan,
peningkatan kapasitas, dan lainnya.

Pada tahun 2024, Indonesia menerima bantuan luar
negeri berupa pinjaman sebesar Rp 41,6 miliar dan
hibah Rp 5,2 miliar, dengan total sekitar Rp 46,8
miliar.” Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN)
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memang dapat mendorong agenda pembangunan
Indonesia, namun sekaligus menandakan tingkat
ketergantungan yang cukup tinggi terhadap
pendanaan eksternal. Kondisi ini menimbulkan
tantangan dalam memastikan keberlanjutan sumber
pendanaan. Seiring berkurangnya bantuan global,
pentingnya peran filantropi domestik semakin
mengemuka sebagai alternatif yang strategis untuk
menjaga aliran pendanaan bagi pembangunan
nasional sekaligus mengurangi ketergantungan
terhadap donor internasional.

Data dari The Global Philanthropy Report (2019)
menunjukkan bahwa kontribusi filantropi global
yang difokuskan pada sektor kesehatan mencapai
20 persen dari total pendanaan filantropi pada tahun
2018.8 Pendanaan filantropi global untuk sektor
kesehatan saat ini sangat beragam. Selain fokus
pada penanganan penyakit menular, pengembangan
vaksin, serta kesehatan ibu dan anak, filantropi global
juga mendukung penguatan sistem kesehatan,
peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan
berkualitas, serta upaya menanggulangi determinan
sosial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Di Indonesia, perkembangan kegiatan filantropi
menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun
1980-an dalam bentuk yayasan, lembaga swadaya
masyarakat, lembaga zakat, hingga lembaga formal
lainnya. Pada periode ini, banyak pihak yang mulai
aktif dalam kegiatan filantropi serta menyadari
pentingnya filantropi dalam pemerintahan
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demokratis. Pengesahan Undang-Undang Yayasan
pada tahun 2001 (kini menjadi UU No. 28 Tahun
2004) memicu perkembangan yayasan filantropi
yang semakin inovatif serta memberikan dampak
positif, terutama terkait diversifikasi bidang serta
cakupan penerima manfaat dari kegiatan filantropi.®
Kemudian, Indonesia dinilai sebagai negara paling
dermawan di dunia menurut World Giving Index
2024.°

Pencapaian ini menggambarkan tingginya partisipasi
masyarakat dalam kegiatan sosial dan donasi, yang
memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai
sektor pembangunan, termasuk sektor kesehatan.
Sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan
nasional, sektor kesehatan memerlukan dukungan
yang berkelanjutan agar mampu menjamin akses
layanan kesehatan yang merata, meningkatkan
kualitas hidup, serta berkontribusi pada pencapaian
Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya
SDG 3 (Good Health and Well-being).

Filantropi di sektor kesehatan di Indonesia
mendukung berbagai upaya, seperti penanganan
penyakit menular dan tidak menular, kesehatan ibu,
anak, dan gizi, kesehatan seksual dan reproduksi
dan kesehatan remaja, kesehatan jiwa, kesehatan di
situasi bencana, serta pelayanan sistem kesehatan
secara umum. Meskipun cakupannya beragam,
tren utama yang terlihat adalah tingginya budaya
filantropi individu, terutama dalam berdonasi untuk
keadaan darurat seperti bencana alam dan pandemi.
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Cakupan; Tujuan, dan |
Metode Penulisan

Dalam konteks strategic paper ini,
filantropi dipahami sebagai segala
bentuk aktivitas pemberian sumber
daya, baik dana, barang, waktu,
maupun keahlian, secara sukarela
untuk mendukung upaya perbaikan
sosial, khususnya di bidang kesehatan.

Organisasi filantropi mencakup beragam entitas
yang berperan aktif dalam proses penghimpunan,
pengelolaan, dan penyaluran donasi atau sumber
daya lainnya. Entitas filantropi yang dimaksud
meliputi yayasan, lembaga zakat, badan amil,
organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan dan
komunitas, organisasi nonprofit, think tank, platform
crowdfunding, serta unit Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan (TJSL) di perusahaan swasta. Selain itu,
lembaga donor internasional dan perusahaan sosial
juga termasuk dalam ekosistem ini atas perannya
dalam mendukung pendanaan dan pelaksanaan
berbagai program pembangunan kesehatan.

Penulisan strategic paper ini bertujuan untuk
menganalisis situasi dan tren filantropi sektor
kesehatan di Indonesia dengan menggunakan
dua kerangka analisis, yaitu SWOT (Strengths,

Weakness, Opportunities, and Threats) dan
PESTLEV (Political, Economic, Social, Technological,
Legal, Environmental, Value). Analisis situasi
yang dilakukan melalui studi literatur kemudian
diperkuat dengan data primer yang didapatkan
melalui Focus Group Discussion (FGD) dan In-depth
Interview (IDI) atau wawancara mendalam. FGD
dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting
dan dihadiri oleh 13 peserta dari 11 instansi yang
mewakili berbagai sektor, antara lain organisasi
non-pemerintah (NGO), lembaga riset/think tank,
perusahaan swasta, yayasan CSR, lembaga zakat,
dan platform urun dana/crowdfunding yang secara
spesifik bergerak di isu kesehatan, maupun memiliki
program terkait dengan kesehatan.

Setidaknya, berdasarkan pemetaan terhadap
anggota PFl, sebanyak 44,62% dari 186 anggota
PFlI merupakan organisasi yang berfokus dan/atau
memiliki kegiatan pada isu kesehatan. Organisasi-
organisasi tersebut memberikan kontribusi yang
beragam dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan di Indonesia. Selain informasi melalui
diskusi verbal, peserta juga menyampaikan data
melalui fitur chat box dan formulir umpan balik yang
didistribusikan setelah kegiatan untuk menangkap
informasi yang belum tersampaikan dalam diskusi.
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Untuk peserta yang tidak dapat hadir, tim penulis
menyediakan formulir kuesioner daring sebagai
alternatif pengumpulan data.

Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan
tiga instansi, termasuk lembaga pembangunan
internasional, think tank, dan perusahaan swasta
yang memiliki program intervensi kesehatan.
Pemilihan tiga instansi ini didasarkan pada portofolio
yang beragam, representasi jenis instansi, serta
kebutuhan pengumpulan data dari instansi yang
terdampak akibat berhentinya bantuan pendanaan
Amerika Serikat. Dalam FGD dan IDI, pertanyaan
yang dieksplorasi mencakup peran filantropi pada

Limitasi Studi

Penyusunan strategic paper ini memiliki beberapa
keterbatasan, terutama berkaitan dengan
kesediaan perwakilan organisasi filantropi untuk
berpartisipasi dalam Diskusi Kelompok Terpumpun
(FGD), wawancara mendalam (IDI), serta pengisian
kuesioner daring. Dari segi responden, tim penulis
juga menghadapi keterbatasan jumlah organisasi
anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia yang
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sektor kesehatan, situasi filantropi sektor kesehatan,
tantangan dan hambatan filantropi sektor kesehatan,
serta peluang optimalisasi peran filantropi sektor
kesehatan.

Berdasarkan temuan studi literatur dan data primer,
strategic paper ini akan menyajikan rekomendasi

strategi untuk penguatan filantropi  sektor
kesehatan di Indonesia. Rekomendasi tersebut
meliputi penguatan kolaborasi lintas sektor,

advokasi kebijakan, model pembiayaan inovatif,
desain program dan pendanaan berkelanjutan, serta
kerangka pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran.

relevan memiliki program intervensi di bidang
kesehatan. Kondisi ini menyebabkan keterwakilan
suara dan perspektif dari beberapa jenis instansi
kurang merata. Oleh karena itu, penelitian lanjutan
dengan cakupan dan jenis data yang lebih beragam
sangat diperlukan untuk melengkapi gambaran yang
lebih komprehensif dan representatif.

Sumber: pexels.col




Analisis Situasi Filantropi
Kesehatan di Indonesia

Analisis Strength, Weakness,
Opportunity, and Threat (SWOT)

Selama proses pengumpulan data melalui FGD dan
wawancara mendalam, terdapat sejumlah informasi
di lapangan yang teridentifikasi. Informasi yang

didapat ini kemudian dipetakan menjadi matriks
SWOT. Analisis matriks SWOT ini tidak memberikan
saran mengenai langkah atau strategi yang
harus diambil oleh lembaga filantropi, melainkan
menggambarkan tren yang saat ini sedang terjadi
dan apa modalitas yang telah dimiliki.

Tabel 1. Matriks Analisis SWOT.

tema prioritas.”

+ Masyarakat Indonesia memiliki kesediaan yang tinggi untuk menolong orang lain, donasi
uang, dan menjadi sukarelawan.”®
« Tren kinerja lembaga filantropi di Indonesia menunjukkan kesehatan sebagai salah satu

Kekuatan - Sebagian besar lembaga filantropi di Indonesia sudah melakukan penyelarasan program

(Strength)

Kelemahan

dengan agenda SDGs global dan nasional, serta agenda pemerintah pusat dan daerah.”
+ Lembaga filantropi di Indonesia memiliki jaringan yang kuat dengan organisasi akar rumput.

- Budaya filantropi individu belum terbentuk untuk berfokus pada kategori donasi untuk
program kesehatan memberikan dampak dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

+ Program yang dilaksanakan oleh lembaga filantropi cenderung tidak didesain untuk
memberikan dampak yang berkelanjutan dalam jangka panjang (one-time event).

(Weakness) + Ketergantungan dengan donor tertentu.

+ Kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

+ Filantropi lokal dan CSR swasta berpotensi untuk menopang defisit pendanaan NGO lokal
untuk mengurangi ketergantungan terhadap donor internasional.

+ Berbagai model pembiayaan inovatif dapat dieksplor oleh NGO lokal sebagai alternatif
pendanaan donor internasional.

Peluang « Sektor kesehatan termasuk sebagai isu prioritas dalam fokus lembaga filantropi di tingkat

(Opportunity) global 8

teknologi digital.

loophole).™

Tantangan
(Threat) « Tren global menunjukkan menurunnya alokasi Official Development Assistance (ODA)

yang disalurkan melalui lembaga pembangunan internasional.”
+ Transisi pemerintahan baru di Indonesia menyebabkan adanya perubahan agenda nasional
dan daerah, yang akan mempengaruhi fokus kerja lembaga filantropi."

+ Pengumpulan dan penyaluran bantuan kesehatan kini dipermudah dengan perkembangan

+ Pengumpulan dan penyaluran donasi terhambat akibat regulasi yang sudah tidak relevan,
yang juga berpotensi menimbulkan penyelewengan dari celah regulasi (regulatory

+ Duplikasi program serupa yang mengakibatkan inefisiensi distribusi sumber daya dan
ketiadaan peta jalan yang berkelanjutan.
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Sumber: Wahana Visi Indonesia

A. Kekuatan (Strength)

Masyarakat Indonesia memiliki kesediaan yang
tinggi untuk menolong orang lain, donasi uang,
dan menjadi sukarelawan. Hal ini ditunjukkan
pada laporan World Giving Index 2024, di
mana Indonesia selama tujuh tahun berturut-
turut menempati skor urutan pertama dari 142
negara yang dihitung. Aspek ini menjadikan
donasi individu sebagai potensi yang besar
untuk mendanai program-program kesehatan
yang dilakukan oleh NGO.

Tren kinerja lembaga filantropi di Indonesia
menunjukkan kesehatan sebagai salah satu
tema prioritas. Hal ini ditunjukkan pada laporan
Indonesia Philanthropy Outlook 2024, di
mana berdasarkan pemetaan program melalui
survei 48 lembaga filantropi di Indonesia,
10,5% menyebutkan kesehatan sebagai tema
program prioritas. Angka ini menjadikan
tema kesehatan berada pada urutan prioritas
ke-3 setelah pemberdayaan ekonomi dan
pendidikan. Tren dari laporan tersebut
menunjukkan bahwa program kesehatan
di Indonesia memiliki potensi yang besar
untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga
filantropi lokal. Potensi ini juga bisa menjadi
momentum untuk mengidentifikasi program
kesehatan di Indonesia yang membutuhkan
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pendanaan yang berkelanjutan sekaligus
untuk memastikan efektivitas intervensi serta
memperkuat koordinasi lintas lembaga, dan
menyelaraskan dengan agenda pemerintah
baik pusat maupun daerah.

Sebagian besar lembaga filantropi di
Indonesia sudah melakukan penyelarasan
program dengan agenda SDGs global dan
nasional, serta agenda pemerintah pusat dan
daerah. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga
filantropi memiliki peran yang krusial dalam
mendukung agenda pemerintah. Dengan
sumber daya dan keahlian yang beragam,
lembaga filantropi juga dapat menjembatani
gap yang dimiliki oleh pemerintah dalam
mencapai target daerah, nasional, maupun
SDGs. Adapun pendekatan penyelarasan ini
beragam antar lembaga. Salah satunya, pelaku
usaha melakukan koordinasi dan perencanaan
dengan pemerintah di akhir tahun, untuk
program kerja selama 1 tahun ke depan.
Proses penyelarasan ini biasanya dimulai
dengan pelaku usaha mengidentifikasi agenda
pemerintah yang beririsan dengan prioritas
perusahaan tersebut, kemudian pelaku
usaha menuangkannya ke dalam rencana
kerja perusahaan yang disesuaikan dengan
konteks perusahaan, seperti ruang lingkup
penerima manfaat, lokus intervensi, dan
sebagainya. Karena penyelarasan ini dilakukan
berdasarkan isu prioritas suatu instansi, maka
diperlukan lebih banyak instansi dengan fokus
isu yang beragam untuk turut serta melakukan
penyelarasan agenda pemerintah.

Beberapa lembaga filantropi di Indonesia
sudah memiliki jaringan yang kuat dengan
organisasi akar rumput. Hal ini secara spesifik
dapat dilihat pada organisasi keagamaan
(faith-based). Dengan memiliki  jaringan
dengan organisasi akar rumput yang kuat dan
masif, lembaga filantropi dapat memastikan
bahwa penentuan ruang lingkup intervensi
dan penerima manfaat menjadi lebih tepat
sasaran. Jaringan yang sudah terbentuk
melalui partisipasi dan kepercayaan dengan
masyarakat lokal juga memungkinkan
lembaga filantropi untuk memastikan program

yang berkelanjutan.



B. Kelemahan (Weakness)

Budaya filantropi individu belum terbentuk
untuk berfokus pada kategori donasi yang
berfokus pada program-program kesehatan
yang berdampak jangka panjang dan
membawa perubahan yang sistemik, seperti
peningkatan kapasitas tenaga kesehatan,
reformasi sistem rujukan, atau digitalisasi
layanan primer. Tren pada budaya filantropi
individu saat ini yaitu berdonasi untuk
keadaan darurat, seperti bencana alam,
kecelakaan, pandemi, dan sebagainya. Donasi
untuk keadaan darurat akan langsung terasa
dampaknya oleh penerima manfaat pada saat
bantuan telah disalurkan. Tetapi, alokasi donasi
individu masih kurang untuk program yang
sifatnya transformatif yang dampaknya akan
terasa dalam jangka waktu yang relatif lebih
panjang. Contohnya adalah masih minimnya
donasi individu untuk peningkatan kapasitas
tenaga kesehatan, advokasi kebijakan
kesehatan yang berfokus pada kelompok
rentan, dan sebagainya.

Program yang dilaksanakan oleh lembaga
filantropi cenderung tidak didesain untuk
memberikan dampak yang berkelanjutan
dalam jangka panjang (one-time event).
Serupa dengan budaya filantropi individu,
program yang dilaksanakan oleh lembaga
filantropi juga cenderung merupakan program
yang memberikan dampak langsung setelah
disalurkan. Contohnya adalah kegiatan seperti
penyuluhan kesehatan, kegiatan donor darah,
kegiatan cek kesehatan dasar, vaksin massal,
dan sebagainya.

tertentu
suatu

Ketergantungan terhadap donor
menandakan  belum  mampunya
organisasi untuk beroperasi secara mandiri.
Bagi NGO, situasi ini berpotensi menyebabkan
desain program yang kurang fleksibel dari
segi ruang lingkup, lini masa, dan lokus. Hal ini
juga berpotensi menyebabkan program tidak
berjalan secaraberkelanjutan, bahkan berhenti
di tengah jalan. Sedangkan, bagi lembaga
filantropi, ketergantungan terhadap sumber
dana tertentu dapat menghambat eksplorasi
model pembiayaan kepada sub-kontraktor,
dan terbatasnya diversifikasi program.

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas

lembaga donasi, khususnya dalam
pengumpulan dan  penyaluran  donasi,
menyebabkan  masyarakat ragu  untuk
melakukan donasi sekali, maupun berulang
(recurring  donation). Hal ini  selain
menyebabkan rendahnya capaian donasi

dan juga hasil donasi yang disalurkan,
juga berpotensi menyebabkan minimnya
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
donasi dan semacamnya.

C. Peluang (Opportunity)

Filantropi lokal dan CSR swasta berpeluang
untuk menopang defisit pendanaan NGO
lokal untuk mengurangi ketergantungan
terhadap  donor internasional.  Kedua
potensi ini dapat menjadi alternatif ataupun
diversifikasi sumber pendanaan NGO lokal.
Dukungan pendanaan dari filantropi lokal
juga dapat memberikan nilai tambah, seperti
meningkatkan  kepercayaan = masyarakat
terhadap lembaga yang terafiliasi karena
dukungannya dalam kepedulian sosial.

Berbagai model pembiayaan inovatif
dapat dieksplor oleh NGO lokal sebagai
alternatif pendanaan donor internasional.
Model pembiayaan inovatif dan beragam
selain dapat mendukung NGO Ilokal agar
lebih mandiri secara keuangan, juga dapat
memaksimalkan sumber daya yang dimiliki.
Contohnya, pendanaan berbasis outcome
akan memberdayakan sumber daya manusia
(SDM) yang dimiliki dalam menghasilkan
produk pengetahuan, jasa, dan lainnya. Bagi
filantropi, perkembangan model pembiayaan
inovatif juga dapat dieksplor agar dapat
menciptakan kolaborasi-kolaborasi baru, dan
diversifikasi portofolio pendanaan.

Sektor kesehatan termasuk sebagai isu
prioritas dalam fokus lembaga filantropi di
tingkat global. Hal ini memunculkan peluang
berupa kontribusi pendanaan internasional
yang memprioritaskan sektor kesehatan, yang
memungkinkan filantropi lokal berperan dalam
mengumpulkan sumber dana (pooling), untuk
kemudian disalurkan kepada sub-kontraktor
yaitu NGO lokal.
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Pengumpulan dan penyaluran bantuan
kesehatan kini dipermudah  dengan
perkembangan teknologi digital. Beberapa
contoh perkembangan teknologi yang
dapat mendukung kinerja filantropi di sektor
kesehatan di antaranya vyaitu platform
crowdfunding, telemedisin, chatbot informasi
seputar kesehatan, dan lainnya. Selain itu,
masih banyak potensi yang dapat dieksplor,
seperti pemanfaatan teknologi  digital
untuk mendukung aspek transparansi dan
akuntabilitas filantropi.

D. Tantangan (Threat)

Pengumpulan dan  penyaluran  donasi
terhambat akibat regulasi yang sudah tidak
relevan, yang juga berpotensi menimbulkan
penyelewengan dari celah regulasi (regulatory
loophole). Regulasi di Indonesia mengenai
pengumpulan uang dan barang (PUB) saat
ini  mewajibkan penggalang dana untuk
menyalurkan hasil donasi dalam jangka waktu
3 bulan, diikuti dengan laporan kegiatan. Hal
ini menyebabkan donasi yang dikumpulkan
tidak dapat dikelola untuk membiayai
program yang sifatnya jangka panjang. Selain
itu, regulasi yang tidak diperbarui seiring
perkembangan zaman dapat menimbulkan
adanya penyelewengan aturan akibat adanya
batasan-batasan yang belum diatur, seperti
mitigasi penipuan (fraud) dari donasi daring,
kurangnya aturan mengenai transparansi
publik,  akuntabilitas, dan  mekanisme
pelaporan dan tanggung jawab.

Dari sisi NGO, banyak program kesehatan
serupa yang dijalankan oleh beberapa
lembaga berbeda. Sehingga terjadi tumpang
tindih  yang mencerminkan  absennya
koordinasi lintas organisasi dan pemetaan
kebutuhan yang komprehensif. Hal Ini
menjadi tantangan karena akan menimbulkan
persaingan pendanaan antar lembaga yang
memiliki fokus isu yang sama. Selain itu,
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duplikasi program yang serupa menyebabkan
dampak yang dihasilkan program menjadi
kurang optimal, akibat sumber daya yang tidak
dimaksimalkan dan berjalan-sendiri-sendiri.
Namun dari sisi filantropi, tantangannya
lebih disebabkan karena belum terbentuknya
budaya donasi individu yang bersifat strategis
dan berorientasi jangka panjang. Akibatnya
program tidak mempertimbangkan efektivitas
jangka panjang dan skala dampaknya. Hal ini
akan menghambat potensi filantropi dalam
memperkuat sistem kesehatan.

Tren global menunjukkan menurunnya alokasi
Official Development Assistance (ODA) yang
disalurkan melalui lembaga pembangunan
internasional. Restrukturisasi USAID turut
menggeser prioritas pembangunan global, di
mana negara-negara lain seperti di Eropa juga
menurunkan alokasi pendanaan pembangunan
internasionalnya. Alih-alih memberikan
pendanaan berbasis kebutuhan (need-based
grants), tren menunjukkan bahwa negara-
negara Eropa kini akan mulai menitikberatkan
pada hubungan timbal balik yang disesuaikan
dengan prioritas domestik negara pemberi
donor. Situasi ini akan mempersulit pendanaan
global untuk sektor kesehatan di Indonesia.™
Saat ini, penerimaan filantropilokal yang bukan
berbasis filantropi keluarga, CSR swasta,
maupun filantropi keagamaan juga sebagian
besar masih didominasi oleh pendanaan dari
hibah lembaga internasional atau negara lain.”™
Sehingga, kategori lembaga filantropi lokal
seperti ini pun turut menghadapi tantangan
yang sama.

Transisi pemerintahan baru di Indonesia
menyebabkan adanya perubahan agenda
nasional dan daerah, yang akan mempengaruhi
fokus kerja lembaga filantropi. Hal ini
menunjukkan bahwa lembaga filantropi perlu
memahami agenda pemerintah terpilih untuk
penyelarasan program.



Analisis Political, Economic, Social,
Technological, Legal, Environmental,
Value (PESTLEV)

Selama proses pengumpulan data melalui FGD
dan Analisis PESTLEV menawarkan kerangka
komprehensif untuk memahami dinamika eksternal
yang mempengaruhi perkembangan dan peran
filantropi di sektor kesehatan Indonesia. Dengan
mengkaji faktor Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi,
Legal, Lingkungan, dan Nilai (Value), analisis ini
bertujuan mengidentifikasi peluang sekaligus
tantangan yang dihadapi oleh organisasi filantropi
dalam mendukung sistem kesehatan nasional.
Pendekatan ini penting untuk menggambarkan
bagaimana konteks makro yang kompleks dapat
membentuk strategi dan kontribusi filantropi dalam
meningkatkan akses, kualitas, dan keberlanjutan
layanan kesehatan di Indonesia.

A. Aspek Politik (Political)

« Tahun 2024 merupakan tahun politik yang
ditandaidengandiselenggarakannyaPemilihan
Umum serentak pada 14 Februari 2024 dan
Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 27
November 2024. Proses transisi pemerintahan
terjadi di tingkat pusat maupun daerah.
Hal ini memberikan momentum terjadinya
penyelarasan agenda pembangunan lintas
sektor dan lintas tingkatan pemerintahan, tak
terkecuali untuk bidang kesehatan.™

« Di tingkat pusat, pemerintahan Presiden
Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka membawa misi “Asta

Sumber: Wahana Visi Indonesia

Cita", yang salah satunya berfokus pada
pembangunan sumber daya manusia, sains,
teknologi, kesehatan, dan penguatan peran
perempuan.17 Beberapa program unggulan
yang ditawarkan selama masa kampanye
seperti makan siang gratis, swasembada
pangan, hilirisasi, dan tersedianya layanan
kesehatan bagi seluruh masyarakat pun
kemudian diadopsi ke dalam dokumen resmi
seperti  Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029)."8("2)

Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran
di bidang kesehatan juga dapat terlihat dari
bagaimana pasangan ini menempatkan empat
dari tujuh Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
yang erat kaitannya dengan bidang kesehatan
dan gizi. Mulai dari Makan Bergizi GCratis
(MBG), Cek Kesehatan Gratis, pengentasan
tuberkulosis, hingga pembangunan rumah
sakit lengkap dari tipe D ke tipe C."®

Transisi politik ini membuka peluang bagi
filantropi di Indonesia dalam berkontribusi
dan mendukung agenda pembangunan
kesehatan, tujuan PHTC misalnya, filantropi
dapat menjadi mitra kolaborasi lintas sektor
yang bukan hanya membantu pendanaan
melainkan juga sebagaikatalisinovasi, penguat
kapasitas lokal, dan penjaga akuntabilitas
program. Di antaranya, mendorong adanya
integrasi data dalam merencanakan dan
melaksanakan program sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
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B. Aspek Ekonomi (Economic)

Dari aspek ekonomi, banyak capaian
pembangunan kesehatan yang berkelindan
dengan metrik-metrik ekonomi  seperti
kemiskinan, pendapatan dan lapangan
pekerjaan, serta hunian atau tempat tinggal
yang layak.20 Di Indonesia, beberapa
kondisi kesehatan seperti stunting dan
penyakit seperti tuberkulosis erat kaitannya
dengan status ekonomi dan tempat tinggal
penduduk.2'??

Dari kacamata sebaliknya, capaian
pembangunan ekonomi pun ditopang
oleh aktivitas penduduk yang sehat dan
produktif.2®> Tingginya prevalensi infeksi
saluran pernapasan akut (ISPA) misalnya,
menimbulkan  beban ekonomi  sebesar
Rp10 triliun dan menurunkan produktivitas
pekerja maupun anak sekolah.?* Data BPJS
menunjukkan bahwa beban perawatan untuk
penyakit-penyakit katastropik seperti jantung,
stroke, ginjal, dan kanker meningkat dari tahun
ke tahun.?® Jika situasi ini tidak ditangani
dari tingkat hulu permasalahannya, kerugian
yang diderita bukan hanya ditanggung oleh
pemerintah namun juga masyarakat secara
luas.

Efisiensi anggaran dan program-program
strategis seperti penguatan ketahanan
pangan dan peningkatan kualitas layanan
publik menjadi fokus utama pemerintah saat
ini. Dengan tingkat penerimaan negara yang
cenderung stagnan, dikhawatirkan akan
terjadi competing priorities antara anggaran
kesehatan dengan program prioritas lainnya.
Dalam 3 tahun terakhir, anggaran kesehatan
telah mengalami tren peningkatan, yakni
dari 178,6 triliun (2023), menjadi 187,5 triliun
(2024), lalu 218,4 triliun (2025). Kementerian
Keuangan  diperkirakan = mengalokasikan
anggaran kesehatan sebesar Rp181-228 triliun
untuk tahun 2026.

Meski  proyeksi pertumbuhan ekonomi
Indonesia diperkirakan mencapai sekitar
5-6 persen dalam beberapa tahun ke
depan, tekanan eksternal seperti perang
tarif berpotensi menghambat laju ekspor
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dan mempengaruhi industri  manufaktur
serta distribusi pekerjaan, sehingga risiko
kemiskinan masih tetap tinggi. Dalam konteks
ini, filantropi memiliki peran kunci untuk
mendukung program-program mitigasi sosial,
pengembangan kapasitas kesehatan dan
pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi
masyarakat rentan. Kontribusi filantropi
dapat memperkuat jaringan perlindungan
sosial dan meningkatkan inklusi ekonomi,
sekaligus mempercepat pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan di tengah
dinamika makroekonomi yang menantang.

C. Aspek Sosial (Social)

Dari aspek sosial, Indonesia sebenarnya
memiliki modalitas yang menguntungkan
terkait dengan nilai gotong-royong dan
membantu sesama.?® Hal ini dibuktikan salah
satunya dengan penyematan Indonesia
sebagai negara paling dermawan di dunia.”
Beragam lembaga pengumpul dan penyalur
bantuan telah didirikan dengan fokus isu dan
wilayah yang tersebar luas. Berbagai praktik
adat yang bersifat gotong-royong juga
dijaga turun-temurun untuk menyelesaikan
masalah sosial di masyarakat, termasuk
kesehatan.?’ Modalitas inilah yang kemudian
dapat disalurkan terhadap agenda-agenda
pembangunan maupun respons terhadap
situasi darurat.”

Di sisi lain, nilai-nilai sosial dan kerelawanan
untuk membantu sesama ini juga sering
disalahgunakan dan disalahartikan oleh
masyarakat. Sebagai contoh, dalam kerja-
kerja perawatan yang dilakukan oleh caregiver
dan kader kesehatan, mereka sering Kkali
sulit memperjuangkan upah dan situasi
kerja yang lebih layak.2® Pekerja perawatan
yang dominannya merupakan perempuan
dipandang mengerjakan sesuatu yang minim
nilai ekonominya di masyarakat dan dianggap
sudah seharusnya dapat mereka lakukan
sehari-hari.?®

Berbagai friksi sosial masih menjadi tantangan
signifikan, seperti ketimpangan lintas kelas
ekonomi, isu toleransi beragama, serta
diskriminasi terhadap kelompok rentan.3°?



Ketegangan ini memperburuk akses layanan
dasar bagi masyarakat miskin, minoritas
agama, dan komunitas marginal. Dalam
kondisi tersebut, filantropi berperan penting
tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi
juga sebagai fasilitator perubahan sosial yang
mendorong keberpihakan dan perlindungan
bagi kelompok rentan demi pembangunan
yang adil dan berkelanjutan.

D. Aspek Teknologi (Technological)

Dariaspek teknologi, perilaku masyarakat yang
dermawan dan gotong-royong ini difasilitasi
oleh beragamnya platform dan inovasi yang
muncul belakangan. Inovasi teknologi dan
platform digital ini perlahan mempengaruhi
perilaku dan persepsi masyarakat, termasuk
terhadap isu-isu sosial dan kesehatan.®
Inovasi teknologi ini datang dengan membawa
beragam fitur yang menyajikan kemudahan
bagi pengguna dalam mendapatkan maupun
membagikan informasi.

Penggalangan uang, barang, maupun
dukungan moral terhadap isu-isu tertentu
menjadi lebih praktis dilakukan, serta dengan
mudah menggapai audiens yang lebih luas.®
Jenis-jenis kampanye publik tentang isu sosial
dan kesehatan menjadi lebih cepat untuk
direspons oleh pemangku kepentingan terkait
serta ditangani dengan lebih serius. Situasi
seperti ini perlu dimanfaatkan dan diarahkan
dengan baik agar bantuan dan dukungan
yang diberikan dapat lebih tanggap dan tepat
sasaran.

Data statistik menunjukan penetrasi gawai
pintar di Indonesia akan mencapai 97%
tahun 2029 dengan pengguna media sosial
mencapai 251 juta pada tahun yang sama.
Filantropi dapat mengambil peran dalam
mendukung inisiatif berbasis teknologi dalam
mempermudah distribusi informasi, mobilisasi
dukungan berbagai isu sosial dan kesehatan
serta memanfaatkan Al (Akal Imitasi) untuk
menganalisis data donasi, mempersonalisasi
kampanye yang targeted, dan meningkatkan
efisiensi  distribusi  bantuan  sehingga
berorientasi pada kebutuhan riil.

E. Aspek Hukum (Legal)

Dari aspek hukum, pembangunan kesehatan
dan filantropi di Indonesia  didukung
oleh sejumlah regulasi yang memberikan
kerangka legal bagi kegiatan amal dan
pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat 1
UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal
layak, serta memperoleh lingkungan yang
sehat dan pelayanan kesehatan. Selain itu,
Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang
No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
menegaskan tanggung jawab negara serta
peran aktif masyarakat dalam mewujudkan
kesejahteraan rakyat. Pengelolaan zakat oleh
lembaga resmi pemerintah dan pelaksanaan
tanggung jawab sosial serta lingkungan
(TJSL) perusahaan juga menjadi pilar penting
yang mendorong kontribusi masyarakat dalam
agenda pembangunan.

Dalam konteks kerangka hukum filantropi
di Indonesia, regulasi yang ada saat ini
menyediakan landasan dasar, namun belum

secara komprehensif mengatur insentif
maupun  kewajiban  yang  mendorong
partisipasi masyarakat secara optimal.

Misalnya, pengelolaan zakat sudah diatur
melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan
legitimasi dan kewenangan kepada Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS), namun insentif
fiskal untuk kegiatan filantropi di luar zakat

pexels.com
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relatif terbatas. Kebijakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan
juga diatur, tetapi masih bersifat anjuran
tanpa sanksi kuat sehingga efektivitasnya
bergantung pada komitmen korporasi. Sejak
2016, telah ada wacana untuk menyusun RUU
TJSL/CSR. Namun hingga kini, belum terlihat
kelanjutan pembahasannya di media maupun
rilis resmi pemangku kebijakan.

Kerangka hukum di Indonesia juga sudah
mengatur transparansi dan akuntabilitas
melalui lembaga pengawas seperti Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Namun di sisi lain,
tantangan dalam implementasi hukum
sering kali terkait dengan pengawasan yang
lemah dan penyalahgunaan dana/bantuan.
Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan
pengawasan yang lebih tegas dan terarah
guna mencapai tujuan sosial dan kesehatan
yang lebih optimal.

F. Aspek Lingkungan (Environmental)

Dari aspek lingkungan, pembangunan
kesehatan dan filantropi di Indonesia tidak
terlepas dari berbagai tantangan lingkungan
yang berdampak langsung pada kesehatan
masyarakat. Isu seperti polusi udara akibat
emisi kendaraan, pembangkit listrik, dan
aktivitas industri, hingga kerusakan hutan
yang menyebabkan bencana seperti banjir
dan longsor adalah beberapa masalah yang
memengaruhi kesehatan masyarakat.3*Kondisi
ini mendorong munculnya berbagai inisiatif
dari organisasi keagamaan dan filantropi yang
peduli terhadap lingkungan dan dampaknya
pada kesehatan, seperti program penyediaan
akses air bersih, mitigasi bencana alam, hingga
pengelolaan limbah.

Beberapa contoh proyek filantropi yang
mengambil langkah-langkah inovatif untuk
mengurangi dampak lingkungan terhadap
kesehatan antara lain: program rehabilitasi
mangrove di wilayah pesisir, kampanye
penyadaran dampak polusi udara, hingga
pembangunan fasilitas kesehatan yang resilien
terhadap risiko bencana. Di sisi lain, tantangan
terbesar dalam memadukan peran filantropi
dalam sektor lingkungan dan kesehatan
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adalah kurangnya kesadaran kolektif terhadap
hubungan antara degradasi lingkungan dan
masalah kesehatan. Hal ini semakin kompleks
tatkala kedua aspek tersebut berkonflik
dengan kepentingan ekonomi masyarakat
maupun segelintir pihak.

Pada tahun 2022, pendanaan global untuk
Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solution/
NbS) hanya meraih kurang lebih 200 miliar
USD, sedangkan aliran pendanaan untuk
aktivitas yang merusak lingkungan (nature-
negative) lebih tinggi 30 kali lipat. Dari total
investasi NbS tersebut, sektor swasta hanya
berkontribusi  sebesar 18%, sedangkan
sisanya adalah kontribusi pemerintah di
sejumlah negara dalam berbagai bentuk aliran
pendanaan publik. Hal ini menunjukkan urgensi
untuk menangani isu krisis iklim, hilangnya
biodiversitas, dan degradasi lahan yang saling
berkaitan. Untuk memenuhi kesenjangan
pendanaan tersebut, maka pendanaan untuk
NbS harus dapat mencapai 542 miliar USD
per tahun pada 2030, dan meningkat empat
kali lipat menjadi 737 miliar USD pada 2050.%
Laporan lain secara spesifik menunjukkan
minimnya proporsi filantropi global untuk
mitigasi perubahaniklim, yang hanya mencapai
kurang dari 2% pada tahun 2019.3¢ Minimnya
proporsi pendanaan ini juga diperparah
dengan sejumlah praktik yang ditemukan
di lapangan di mana pendanaan untuk isu
lingkungan cenderung menunjukkan praktik
greenwashing. Salah satu contoh praktik ini
dapat dilihat dari kampanye yang misleading,
seperti menyuarakan gaya hidup lingkungan
tetapi dikemas dengan ajakan-ajakan untuk
tetap mengkonsumsi produk yang justru
berkontribusi terhadap ketidakseimbangan
lingkungan, seperti limbah yang tidak terkelola
dengan baik, pemanfaatan sumber daya yang
tidak terbarukan, dan juga perilaku konsumtif.

G. Aspek Nilai (Value)

Terakhir, dari aspek nilai, ajaran agama yang
kuat pada masyarakat Indonesia menjadi
fundamen penting dalam perkembangan
filantropi khususnya di bidang kesehatan.
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara
paling religius atau menganggap bahwa ajaran



agama sangat penting dalam kehidupan
mereka sehari-hari.¥” Modalitas ini diperkuat
dengan nilai sosial budaya yang menciptakan
rasa solidaritas dan kebersamaan dalam
menghadapi isu-isu pembangunan.

Lembaga-lembaga keagamaan yang berbasis
di masjid atau gereja telah lama menjadi pusat
mobilisasi dana dan bantuan untuk kebutuhan
kesehatan dan isu-isu sosial lainnya, terutama
di situasi bencana.*® Namun di sisi lain,
modernisasi filantropi, termasuk terkait
perubahan mekanisme maupun pemanfaatan
platform  perlu  tetap  memperhatikan
sensitivitas norma dan agama, supaya bisa
tetap memadukan nilai-nilai luhur dengan
inovasi baru yang bermunculan di masyarakat.

Selain agama, nilai lainnya yang berpengaruh
terhadap penyaluran dana dapat dilihat
dari sisi nilai-nilai pelestarian lingkungan,
kemanusiaan, termasuk juga kesehatan.
Sebagai contoh, NGO yang berfokus pada
pelestarian lingkungan mungkin tidak akan

menerima pendanaan dari industri ekstraktif.
Lalu, NGO yang berfokus pada isu HAM
mungkin tidak akan menerima pendanaan dari
perusahaan yang abai terhadap kesejahteraan
pekerjanya. Kemudian, NGO yang berfokus
di isu kesehatan mungkin akan menolak
pendanaan CSR dari perusahaan industri
rokok, susu formula, dan sebagainya. Dari sini
dapat dilihat bahwa sejumlah NGO cukup
selektif dalam menerima pendanaan, agar
pesan dan nilai yang dianut organisasi tetap
terjaga. Di sisi lain, sejarah menunjukkan
bahwa lembaga filantropi sebagian besar
didanai oleh industri ekstraktif yang juga
eksploitatif dalam aktivitas usahanya, seperti
perampasan tanah adat, perbudakan, dan
lainnya yang mengganggu keharmonisan
alam. Oleh karena itu, dana yang digelontorkan
untuk lembaga filantropi harus difokuskan
untuk upaya memperbaiki ketidakseimbangan
sistemik yang terjadi, dan di saat yang sama,
industri sebagai penyandang dana juga harus
mengubah model bisnisnya agar menjadi lebih
berkelanjutan dan etis secara sosial.*

Sumber: Wahana Visi Indonesia
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Peran Filantropi Indonesia dalam
Bidang Kesehatan Tematik

Dalam proses Focus Group Discussion (FGD)
dan In-Depth Interview (IDI), berbagai lembaga
yang merupakan anggota PFl dalam Klaster
Filantropi Kesehatan mengemukakan prioritas
pembiayaan kesehatan yang beragam, disesuaikan
dengan fokus isu masing-masing lembaga. Untuk
mengorganisasi temuan ini secara sistematis, tim
penulis mengklasifikasikan temuan hasil FGD dan
IDI ke dalam beberapa bidang tematik utama.
Bidang-bidang tersebut meliputi penyakit menular,
penyakit tidak menular, kesehatan ibu, anak, dan gizi,
kesehatan seksual dan reproduksi serta kesehatan
remaja, kesehatan jiwa, kesehatan dalam situasi
bencana, serta pelayanan sistem kesehatan.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pemetaan
kesenjangan dan data spesifik mengenai distribusi
peran dan aliran pendanaan filantropi untuk berbagai

Source

Other governments $133.5m ||
Australia s14.6m —

Gates Foundation $162.6m [ Garbijateral development agencies $40.1m
Other private I K

NGOs & foundations $334.0m

philanthropy $241.1m

Canada $104.9m § .
China $2.6m
Other sources $30.9m

Germany $151.4m ||
Spain $18.0m — g‘ Global Fund $1.3b
France $184.6m I —_—
United Kingdom $395.0m I % 3
Corporate donations $2.8m : g per
e £ i, ST
Norway $10.8m -

Unidentified $10.6k

United States $900.3m - $3.2m
World Bank $1.2m

Disbursing entity

Other UN agencies $33.1m-=—

European Commission $423.1k

isu kesehatan. Namun demikian, hasil FGD dan IDI
menunjukkan kontribusi filantropi Indonesia pada
isu kesehatan sangat beragam dan memiliki banyak
potensi untuk dikembangkan dan dikolaborasikan
dengan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan
penulisan bidang isu tematik ini memudahkan
pemetaan dan analisis kebijakan serta strategi
pembiayaan yang relevan bagi masing-masing fokus
sektor kesehatan.

Penyakit Menular

Tren Global

Di tingkat global, pendanaan untuk penyakit menular
dispesifikkan ke dalam beberapa penyakit seperti TB,
HIV/AIDS, dan Malaria. Berikut ini adalah visualisasi
yang menunjukkan aliran pendanaan pembangunan
global untuk TB:

Program area

Treatment $408.1m

Diagnosis $49.5m

Antimicrobial resistance
$217.6m

Other s1.3b

Health systems strengthening:
other $276.1m

Health systems strengthening:
human resources $168.7m
Health systems strengthening:
monitoring and evaluation
$65.6m

WHO s89.4m

Gambar 1. Aliran bantuan pembangunan (development assistance) kesehatan untuk tuberkulosis tahun 2023.42
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Berdasarkan pemetaan tersebut, beberapa hal yang
menjadi sorotan yaitu, pendanaan untuk TB mencapai
2,6 miliar USD pada tahun 2022, di mana saat itu
pemerintah Amerika Serikat memberikan proporsi
pendanaan yang paling besar. Dari pendanaan
yang tersedia, sebagian besar terkonsentrasi untuk
berbagai program pengendalian TB di Afrika Sub-

Sahara Selatan dan Tengah, serta Asia Tengah dan
Asia Timur.*?

Selain TB, yang tersorot dalam temuan strategic
paper ini adalah pendanaan untuk HIV/AIDS. Berikut
ini merupakan visualisasi aliran pendanaan di tingkat
global:

Source Disbursing entity Program area
Other governments $270.6m- =
Australia $31.8m-
Gates Foundation $412.9m-% o~ NGOs & foundations $2.9b Troatmant 3180

Other private

philanthropy $1.0b ™

Canada $185.2m = Other bilateral development agencies $53.8m

Chinas3.2m Other UN agencies $160.4m—
Germany $263.9m - N
SENSEEAD - e n oo
United Kingdom $629.2m- _ ".Canada $801.7k

Corporate donations $114.9m-~
Japan $149.3m
MNetherlands $97.1m

Norway $26.9m "/

Other sources $67.2m//

Unidentified s12.4k’

F
~ United KinEJf.)cm

United States $10.5b

SI0 :
Japan$1.2m
WHO $104.9m

Gambar 2. Aliran

G any $20.3m
: n
! .9m
6— Gates Foundation $227.0m___

- I Prevention (excluding
PMTCT) $1.7b
- = PMTCT $113.6m
‘5 ~QOrphans and vulnerable
:/—.,..-—. children $398.5m

- Care and strengthening
$559.0m

- Counseling and testing
$386.7m

Drug resistance $54.9m
Other $2.6b

Health systems
strengthening: other $1.1b

Health systems
strengthening:
human resources $5.3b

——= Health systems
strengthening: monitoring
and evaluation $146.0m

nan (development assistance) kesehatan untuk HIV/AIDS tahun 2023.4

Pemetaan ini menunjukkan bahwa ODA untuk HIV/
AIDS meningkat sebesar 53,7% di antara tahun 2021
dan 2023, di mana peningkatan ini menjadikan HIV/
AIDS sebagai alokasi ODA tertinggi ke-2 untuk isu
kesehatan. Penerima manfaat untuk pendanaan ini

B R

- ORIENTAS| KADER POSYANDU

_DALAM PENYELENGGARAAN
PENIMBANGAN POSYANDU DAN
" KUNJUNGAN RUMAH

sebagian besar adalah negara-negara di Afrika Sub-
Sahara Selatan. Secara keseluruhan, program yang
paling banyak dilaksanakan adalah peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan untuk HIV/AIDS %

g8 Wahana -fﬁ%’onesié
= ﬁi
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Meskipun belum tersorot pada proses pengumpulan data, aliran pendanaan global untuk malaria juga

terpetakan dalam visualisasi berikut:

Source

Other governments $118.8m |
Australia $29.7m -

Gates Foundation $307.3m I

Other private | Other m@g\mlonmem agencies $29.6m &
philanthropy $542.7m Other UN ﬁ'ﬁ!es $22.4m— =

Canada $102.9m g “ U

Chinas2.5m : Vs
Germany $142.6m - /
Spain $19.2m — ol // Global Fund $1.3b
France $180.3m [| o N
.
United Kingdom $406.7m Germany $326.9k
France $8.2m

Corporate donations $27.4m -
Japan $96.1m &

Netherlands $24.9m —
Norway $9.6m | _

Other sources $31.8b -,
Unidentified $10.1k /

United States $1.3b

Disbursing entity

NGOs & foundations $796.8m

~ United Kingdom s14,8m
Gates Foundaticni‘t?ﬁ.ﬁlnl

anada $544.3k
ent banks $2.7m
WHO s85.0m
Japan $3.2m

Program area
Diagnosis $44.9m
Bed nets $148.3m

Vector control including indoor
residual spraying $583.3m

Other control $293.6m

Treatment $618.9m

__m Community outreach $72.0m
— Antimicrobial resistance $16.3m

Other $651.1m

SN Health systems
N strengthening: other $458.5m

Health systems strengthening:
human resources $287.8m
Health systems strengthening:

monitoring and evaluation
§152.3m

Gambar 3. Aliran bantuan pembangunan (development assistance) kesehatan untuk malaria tahun 2023.4?

Pada tahun 2023, proporsi pendanaan global untuk
malaria mencapai 5,4% dari seluruh pendanaan
kesehatan internasional. Meski Afrika Sub-Sahara
Barat paling terbebani oleh malaria, justru negara-
negara Afrika di wilayah lain yang lebih banyak
menerima dana. Sebagian besar bantuan luar negeri
(ODA) disalurkan melalui lembaga seperti Global
Fund, NGO, yayasan, dan Pemerintah Amerika
Serikat sebagai donor utama.42 Sebagai kontributor
terbesar bagi WHO, bantuan AS berperan penting
karena banyak negara sangat bergantung pada
pendanaan eksternal untuk program malaria,
HIV, tuberkulosis, serta kesehatan ibu dan anak.
Berhentinya bantuan AS dapat berdampak tidak
proporsional pada negara berpendapatan rendah
dan menengah, meningkatkan beban keuangan
rumah tangga dan membatasi akses ke layanan
kesehatan esensial.

Kondisi Indonesia

Sekitar 30% dana untuk penyakit menular di
Indonesia masih bergantung pada donor asing,
sehingga penguatan mekanisme pendanaan nasional
sangat penting untuk keberlanjutan.*® Di tengah
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ketergantungan ini, Indonesia masih menghadapi
tantangan besar dalam pengendalian penyakit
menular. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI)
2023 menunjukkan prevalensi tuberkulosis tinggi
dengan lebih dari 877.000 kasus, sementara malaria
dan HIV/AIDS tetap signifikan. Untuk mempercepat
eliminasi malaria, pemerintah meluncurkan inisiatif
strategis, termasuk peta jalan nasional menuju
eliminasi malaria pada 2030, yang didukung
pendanaan global dan kerjasama internasional.*!
Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan juga menegaskan kewajiban pemerintah
dalam melaksanakan upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit menular melalui vaksinasi,
pengobatan, dan edukasi masyarakat.*?

Berbagai tantangan dihadapi dalam upaya
pencegahan dan pengendalian penyakit menular
di Indonesia, termasuk masih rendahnya tingkat
vaksinasi di beberapa wilayah, stigma sosial terhadap
pasien, hingga keterbatasan infrastruktur kesehatan
di daerah 3T. Selain itu, munculnya resistensi
terhadap antibiotik juga mengancam efektivitas
pengobatan beberapa penyakit menular seperti TB.*3



Kontribusi dan Peran Filantropi

Filantropi di Indonesia telah berperan penting dalam
mendukung beberapa program nasional seperti
vaksinasi Pneumokokus Konyugasi (PCV) dan polio,
skrining dan edukasi pencegahan penyakit, serta
akses pengobatan bagi kelompok rentan. Berbagai
organisasi kemanusiaan dan keagamaan, serta
CSR perusahaan yang terlibat dalam kampanye
pengurangan stigma, penyediaan obat, serta
mengembangkan platform digital untuk menjangkau
lebih banyak populasi. Model kemitraan antara
pemerintah, sektor swasta, dan organisasi/filantropi
telah memperkuat respons terhadap penyakit
menular serta memperluas cakupan layanan yang
dibutuhkan.

Meski terdapat sejumlah kontribusi yang dilakukan
oleh filantropi lokal untuk penyakit menular,
pemberhentian USAID menyebabkan terhentinya
pasokan medis dan obat-obatan untuk pengentasan
penyakit TB, HIV, dan malaria di Indonesia.

Sepanjang periode 2006-2024, USAID telah
menghibahkan dana sebesar USD 91 ribu (Rp1,4
miliar) untuk program TB. Dana ini digunakan
untuk mencegah TB secara efektif melalui terapi
pencegahan; meningkatkan jumlah dan kualitas
deteksi dini, diagnosis, perawatan, serta pencegahan
kasus, pengobatan dan pemulihan pasien; serta
meningkatkan kegiatan kemitraan layanan kesehatan
pemerintah dengan swasta. Pemberhentian USAID

Sumber: Yaya!an Kita Bisa

m

akan berisiko meningkatkan wabah TB meningkat
yang diakibatkan oleh absennya pelacakan kasus baru
yang menyebabkan penularan bahkan kematian.*4

Untuk HIV/AIDS, meskipun persediaan obat-
obatnya ditanggung APBN, selama ini program
penanggulangan HIV/AIDS sangat bergantung
pada NGO yang didanai oleh donor, termasuk
dari PEPFAR-USAID. Data terakhir pada 2020
memperlihatkan sebanyak 40,8% dari program-
program HIV di Indonesia berasal dari Global Fund,
yang didanai oleh Amerika Serikat. Secara estimasi,
penanggulan HIV di seluruh Indonesia setiap
tahunnya membutuhkan dana sekitar Rp 4,8 triliun.
Dengan berhentinya USAID, maka pendampingan
terhadap penyintas HIV akan terhambat.*®

Selain itu, Indonesia juga menerima bantuan dari
USAID untuk program Malaria, salah satunya untuk
pelatihan dan sertifikasi tenaga kesehatan dalam
diagnosis malaria di Indonesia bagian timur.*® Sama
seperti program lainnya, pemberhentian USAID akan
berpotensi menyebabkan terjadinya wabah dan
peningkatan eksponensial dalam jumlah kematian.

Dengan berhentinya USAID, maka filantropi lokal
memiliki potensi yang lebih besar untuk bisa
menutupi gap pendanaan yang ada. Hal ini tentunya
perlu dukungan melalui regulasi pemerintah yang
menarik bagi filantropi lokal.
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Penyakit Tidak Menular

Tren Global

Di tingkat global, penyaluran ODA terhadap PTM di antaranya berfokus juga terhadap pengendalian tembakau
dan kesehatan mental. Aliran dana tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Source

Other governments $1.7b I \
Australia $223.5m = T,
Gates Foundation $1.5b I

Canada$603.1m g~
Chinas23.8m o

Other sources $1.3b I

Germany $956.7m ||
Spain $118.8m -
France $624.3m |

United Kingdom $1.0b | .
-

Japan $238.2m = ;

Netherlands $550.3m g — —

Norway $515.6m _..\% )
Other private P
philanthropy $3.2b

Unidentified $182.3m -

~Regional develop
Corporate donations $441.7m = r =

—

United States $3.2b

Disbursing entity

 NGOs & foundations $5.4b

Program area

Family planning

Maternal health
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Gambar 4. Aliran bantuan pembangunan (development assistance) kesehatan untuk PTM tahun 2023.42

Visualisasi ini menunjukkan bahwa meskipun
pendanaan global untuk Penyakit Tidak Menular
(PTM) terus meningkat selama 10 tahun terakhir,
proporsinya masih sangat kecil, hanya 2,1% dari total
ODA padatahun 2022. Sebagian besar pendanaan ini
diarahkan untuk program di Afrika Sub-Sahara, dan
lembaga NGO serta yayasan yang menyalurkan dana
tersebut juga berfokus pada peningkatan kapasitas
tenaga kesehatan untuk PTM dan kesehatan mental
di tahun 2023.#?

Sementara itu, di Indonesia, skema pendanaan
pengendalian PTM menghadapi tantangan serius
berupa kompleksitas, fragmentasi, dan alokasi yang
masih jauh dari ideal. Studi WHO memperkirakan
kebutuhan anggaran minimal Rp40-44 triliun per
tahun, jauh melebihi realisasi saat ini yang juga
dipengaruhi oleh rendahnya belanja kesehatan
pemerintah secara keseluruhan (3,4% PDB pada
2020). Selain itu, alokasi dana cenderung lebih
besar untuk upaya kuratif dan layanan rumah sakit,
sementara pencegahan dan layanan primer masih
mendapat porsi terbatas.”
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Kesenjangan antara kebutuhan pendanaan dan
alokasi di tingkat implementasi terlihat jelas pada
anggaran Direktorat P2PTM Kemenkes tahun 2023,
sebesar Rp140,769 miliar dengan porsi sangat kecil
untuk deteksi dini, yakni hanya Rp223 juta. Padahal,
investasi pada intervensi PTM hemat biaya seperti
WHO “Best Buys” sangat penting untuk mencegah
kerugian ekonomi besar yang diprediksi mencapai
lebih dari US$7 triliun bagi negara berpenghasilan
rendah dan menengah antara 2011-2025 tanpa
tindakan yang memadai.*’

Kondisi Indonesia

Sementara itu, di Indonesia, PTM juga menjadi
penyebab utama kesakitan dan kematian, dengan
beban penyakit seperti stroke, kanker, dan diabetes
yang terus meningkat dalam satu dekade terakhir.
Faktor risiko utama yang mendorong kenaikan
PTM ini meliputi konsumsi makanan tidak sehat,
hipertensi, kurang aktivitas fisik, perilaku merokok,
malnutrisi, dan kondisi lingkungan yang kurang
mendukung kesehatan.*®



Beberapa tantangan utama dalam penanganan
PTM adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya deteksidini, serta keterbatasan aksesdan
kualitas layanan kesehatan primer yang berkualitas
untuk mendukung perawatan jangka panjang.*” Dari
sisi tata kelola kebijakan, upaya penanganan PTM
juga berkaitan erat dengan determinan sosial dan
komersial kesehatan, yang membuatnya menjadi
kompleks dan membutuhkan peran serta sektor
lain.*

Kontribusi dan Peran Filantropi

Filantropi yang bergerak di bidang PTM beberapa
telah menyasar program promotif-preventif, seperti
kampanye perubahan perilaku hidup sehat maupun
layanan skrining berbasis komunitas. Beberapa
lainnya menjalankan program CSR maupun
penyaluran bantuan untuk dapat mengakses layanan
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Other governments $1.7b If—_.—z ,\
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Gates Foundation $1.5b I ) e
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China $23.8m
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United Kingdom $1.0b

Japan $238.2m
Netherlands $550.3m

Norway $515.6m

Other private
philanthropy $3.2b

Unidentified $182.3m
Corporate donations $441.7m

United States $3.2b

Disbursing entity

PTM, bekerja sama dengan Puskesmas dan komunitas
lokal untuk memperluas jangkauan layanan. Inisiatif
filantropi yang terintegrasi dengan sistem kesehatan
berpotensi dapat mencegah dan mengurangi beban
PTM secara signifikan jika didukung dengan regulasi
dan rencana aksi yang komprehensif.

Kesehatan lIbu, Anak, dan Gizi

Tren Global

Di tingkat global, pendanaan untuk kesehatan ibu,
anak, dan gizi juga termasuk dengan kesehatan
reproduksi, keluarga berencana, dan imunisasi.
Selama satu dekade terakhir, pendanaan untuk
sektor ini mengalami peningkatan sebanyak 2,5
miliar USD, atau sebesar 18,2%. Pemetaan bantuan
pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar
berikut:

Program area

Family planning
$1.4b

Maternal health
$1.7b

Nutrition
$2.4b

Immunization
$3.9b

Other
$2.3b

Health systems strengthening:
other $2.9b

Health systems strengthening:
human resources $1.8b

Health systems strengthening:
maonitoring and evaluation
$160.9m

Gambar 5. Aliran bantuan pembangunan (development assistance) kesehatan untuk kesehatan reproduksi, dan kesehatan ibu

dan anak tahun 2023.4

Pendanaan untuk sektor ini sebagian besar bersumber dari NGO, yayasan, GAVI dan badan PBB, serta
penyalurannya sebagian besar untuk negara-negara di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan.*?
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Kondisi Indonesia

Di Indonesia, upaya penguatan kesehatan reproduksi
dan pencegahan stunting juga mendapatkan
perhatian khusus melalui alokasi dana yang signifikan,
meskipun tantangan efisiensi dan pemerataan
layanan masih menjadi kendala utama. Pemerintah
telah menempatkan kesehatan ibu, anak, dan gizi
seimbang sebagai salah satu prioritas nasional yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta
Peraturan Menteri Kesehatan No 21/2021 yang
menekankan penyediaan layanan komprehensif dan
terintegrasi sepanjang masa sebelum dan sesudah
melahirkan. Meski demikian, angka kematian ibu
masih tinggi, yaitu 189 per 100 ribu kelahiran hidup,
sementara angka kematian bayi mencapai 17 per
1.000 kelahiran hidup.*°

Data lain menunjukkan prevalensi anemia ibu
mencapai 44,2% dan prevalensi stunting pada balita
adalah 21,6%. Sementara itu, kunjungan antenatal
care (ANC) lengkap belum mencapai target
nasional.*! Hal tersebut mengindikasikan masyarakat
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Sumber: Wahana Visi Indone

yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam
mengakses layanan kesehatan, mulai dari jauhnya
fasilitas layanan kesehatan, biaya dan ketersediaan
transportasi, hingga minimnya informasi dalam
promosi kesehatan.”’

Kontribusi dan Peran Filantropi

Tenaga kesehatan yang bekerja dengan filantropi
dan NGO di lapangan mengeluhkan keterbatasan
alat medis, obat-obatan, dan pelatihan yang belum
memadai bagi tenaga kesehatan maupun pendukung
tenaga kesehatan. Beberapa informan studi ini juga
menyoroti pentingnya edukasi kesehatan reproduksi
dan gizi di tingkat komunitas serta penguatan
peran kader. Sejumlah platform funding telah turut
berperan dalam menjembatani khususnya dalam
pembiayaan layanan kesehatan. Seperti program
“Bisa Sembuh” yang berhasil menghimpun dana
miliaran rupiah untuk ribuan pasien. Hal ini menjadi
praktik baik yang berdampak besar mengingat
BPJS pun belum mencakup seluruh kebutuhan, dan
akses layanan di wilayah terpencil masih tertinggal
dibandingkan perkotaan.



Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan
Kesehatan Remaja

Kondisi Indonesia

Aspek kesehatan seksual dan reproduksi serta
kesehatan remaja diatur dalam UU No. 17 tahun
2023 tentang Kesehatan. Pada Pasal 50 ayat
(3), disebutkan bahwa setiap remaja berhak
memperoleh akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan
standar, aman, bermutu, dan terjangkau. Kemudian,
pada Pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa upaya
kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan
meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi
pada laki-laki dan perempuan.*? Hal ini menunjukkan
komitmen negara dalam memastikan kesehatan
seksual dan reproduksi, serta kesehatan remaja
meliputi masa sebelum hamil, kehamilan, persalinan,
pascapersalinan, pengaturan kehamilan, pelayanan
kontrasepsi, dan kesehatan seksual.

Kontribusi dan Peran Filantropi

Untuk menjaga kesehatan seksual dan reproduksi,
salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu upaya
preventif berupa pemeriksaan kesehatan secara
berkala. Akan tetapi, saat ini remaja di Indonesia
belum seluruhnya mendapatkan akses yang setara
dalam mengakses layanan kesehatan seksual
dan reproduksi. Hambatannya antara lain yaitu
masyarakat yang masih merasa hal ini merupakan
tabu dan berlawanan dengan norma yang dianut,
masih kuatnya stigma seperti pemberian label
negatif terhadap remaja yang melakukan cek
kesehatan seksual dan reproduksi, serta kebijakan
antar sektor yang belum terintegrasi sehingga
menghambat alur pelayanan yang komprehensif.
Dalam aspek ini, program CSR sebuah perusahaan
swasta memiliki inisiatif dalam membina kader
Puskesmas dan Posyandu untuk mengajak
masyarakat secara rutin melakukan cek kesehatan,
termasuk remaja. Sementara di tingkat global, aliran
pendanaan dan pemetaan program untuk sektor ini
sudah terangkum bersama dengan sektor kesehatan
ibu, anak, dan gizi.

Kesehatan Jiwa

Kondisi Indonesia

UU No. 17 Tahun 2023 mengamanatkan tanggung
jawab kepada pemerintah pusat dan daerah untuk
menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-
tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas,
mutu, dan pemerataan upaya kesehatan jiwa. Akan
tetapi, survei rumah tangga berskala nasional yang
dilakukan oleh Indonesia-National Adolescent
Mental Health Survey (I-NAMHS) menunjukkan
bahwa 1dari 3remaja(34.9%), setaradengan 15,5 juta
remaja Indonesia, memiliki satu masalah kesehatan
mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara, hanya
2.6% dari remaja dengan masalah kesehatan mental
yang pernah mengakses layanan yang menyediakan
dukungan atau konseling untuk masalah emosi dan
perilaku dalam 12 bulan terakhir.>?

Kontribusi dan Peran Fllantropi

Salah satu hal yang telah dilakukan oleh filantropi
Indonesia dalam berkontribusi terhadap kesehatan
jiwa yaitu “"Gandeng Kawan”. Inisiatif ini berasal
dari sebuah NGO lokal, berupa edukasi seputar
kesehatan mental bagi remaja dan dewasa muda
dengan gaya komunikasi yang ringan dan santai agar
remaja Indonesia dapat lebih memahami seputar
kesehatan mental secara utuh dan dapat mengisi
aktivitasnya dengan lebih positif dan produktif.53
Di tingkat global, pemetaan aliran dana dan program
yang berfokus pada kesehatan jiwa terangkum pada
sektor PTM.

Kesehatan di Situasi Bencana dan
Pandemi

Tren Global

Di tingkat global, kontribusi ODA untuk kesiapan
dan respon pandemi mengalami puncaknya pada
masa Covid-19, yaitu 2020. Akan tetapi apabila
dilihat secara garis besar, kontribusi ini masih sangat
sedikit, yaitu hanya kurang dari 1% dari keseluruhan
ODA pada tahun tersebut.
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Gambar 6. Aliran bantuan pembangunan (development assistance) kesehatan untuk kesiapan dan respon pandemi tahun 2023 .42

Bantuan pembangunan untuk sektor ini sebagian
besar bersumber dari Amerika Serikat, Jerman,
dan Bill & Melinda Gates Foundation. Badan PBB,
utamanya WHO memainkan peran yang dominan
dalam mendistribusikan bantuan pembangunan
untuk sektor ini.*?

Kondisi Indonesia

Indonesia dengan karakteristik geografis berupa
kepulauan yang terbentuk dari titik-titik pertemuan
berbagai lempeng bumi menyebabkan wilayahnya
menjadi rentan terhadap bencana alam seperti
gempa bumi, tsunami, tanah longsor, serta erupsi
gunung berapi. Faktor lainnya yang meningkatkan
kerawanan bencana di Indonesia meliputi aktivitas
manusia yang mempengaruhi disrupsi iklim serta
ketidaksiapan teknologi peringatan bencana. Pada
tahun 2023, terdapat 5.400 kejadian bencana, di
mana 99,35% merupakan bencana hidrometeorologi,
yaitu bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan
aliran permukaan.*

Situasi bencana yang tidak dimitigasi serius akan
menimbulkan krisis kesehatan, antara lain timbulnya
korban dalam jumlah yang besar, terbatasnya akses
terhadap pangan sehat dan bergizi, terbatasnya
ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan,
terganggunya pengawasan vektor, penyakit menular,

lumpuhnya pelayanan kesehatan, serta stres pasca
trauma dan kelangkaan tenaga kesehatan.®® Untuk
menjawab tantangan ini, selain standar mengenai
penanganan bencana yang dikeluarkan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana, Indonesia
melalui Kementerian Kesehatan memiliki Pusat
Krisis Kesehatan yang berfokus dalam penguatan
kapasitas 170 Kab/Kota rawan bencana melalui siklus
3 tahunan.®® Selain bencana alam, situasi pandemi
seperti Covid-19 juga membebani sistem kesehatan
dari segi pembiayaan, kapasitas tenaga kesehatan,
dan infrastruktur.

Kontribusi dan Peran Filantropi

Dalam merespons bencana termasuk pandemi,
sejumlah NGO dan platform crowdfunding
menunjukkan banyaknya kontribusi donasi dari
individu untuk membantu korban, di antaranya
dalam bentuk pemberian uang, logistik, makanan,
obat-obatan, dan sebagainya. Hal yang sama
juga dilakukan oleh perusahaan swasta dalam
menunjukkan kepeduliannya terhadap korban
bencana, dalam praktiknya juga terdapat filantropi
berbasis perusahaan swasta yang mengadakan
kegiatan vaksinasi massal untuk Covid-19.
Pemberian bantuan di situasi bencana merupakan
salah satu kategori donasi yang paling diminati
oleh penyandang dana individu maupun instansi.
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Hal ini dikarenakan bantuan di situasi bencana
dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh
masyarakat yang terdampak. Akan tetapi, khususnya
untuk pandemi, saat ini praktik di lapangan sebagian
besar berfokus pada upaya merespon, dan masih
kurang dalam upaya kesiapan menghadapi pandemi.

Akses Layanan Kesehatan

Kondisi Indonesia

Layanan kesehatan di Indonesia terus berproses
menuju pencapaian Universal Health Coverage
(UHC), dengan cakupan peserta Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) mencapai 95,75% pada awal
tahun 2024.5% Namun akses dan kualitas layanan
belum merata, terutama bagi kelompok rentan
seperti penyandang disabilitas, lansia, masyarakat
berpenghasilan rendah, dan yang bertempat tinggal
diwilayahterpencil.5® Darisisikemampuanmembayar,
iuran JKN untuk kelas terendah sekitar US$12 per
bulan per keluarga, yang merupakan sekitar 4,3%
dari penghasilan minimum per bulan, menunjukkan
adanya beban biaya kesehatan langsung yang
signifikan bagi keluarga berpenghasilan rendah.59

Data klaim BPJS menunjukkan bahwa kelompok
pekerja informal (PBPU) dan bukan pekerja (BP)
mengalamidefisitbesar,denganrasioklaimmencapai
300-500% karena klaim layanan kesehatan mereka
jauh melebihi iuran yang dibayarkan. Sebaliknya,
kelompok yang disubsidi pemerintah seperti PBI-
APBN justru mengalami surplus, karena kontribusi
pemerintah lebih besar daripada klaim yang diajukan.
Pemanfaatan layanan kesehatan dipengaruhi faktor
geografis dan ekonomi: wilayah perkotaan dan pulau
Jawa-Bali mendapat manfaat lebih besar dibanding
wilayah kurang berkembang, dan kelompok
berpenghasilan tinggi lebih banyak memanfaatkan
layanan dibanding kelompok miskin.5®

Dalam konteks disparitas akses, peran kader
kesehatan sangat krusial sebagai jembatan antara
fasilitas kesehatan dan masyarakat, terutama di
wilayah terpencil dan kelompok rentan. Kader
tidak hanya mendekatkan layanan, tetapi juga
mempermudah pemahaman masyarakat terhadap
informasi kesehatan. Namun, mereka menghadapi
tantangan seperti beban kerja tinggi, insentif
minim, dan kurangnya pelatihan lanjutan yang dapat
menurunkan efektivitas kerja. Selain itu, di lapangan

masih banyak kelompok rentan yang mengalami
diskriminasi layanan, ketidaktahuan prosedur JKN,
serta keterbatasan mobilitas dan pendampingan
saat mengakses layanan.5° ¢

Layanan rujukan yang belum responsif dan
keterbatasanlayananramahdisabilitas masihmenjadi
tantangan signifikan dalam sistem kesehatan. Oleh
karena itu, penguatan sistem kesehatan berbasis
komunitas melalui pelatihan yang berkelanjutan
bagi kader dan nakes dengan pendekatan yang
sensitif, penyediaan insentif layak, serta integrasi
pendekatan inklusif dalam pelayanan primer sangat
diperlukan untuk memastikan tidak ada kelompok
yang tertinggal dalam upaya pencapaian UHC.

Kontribusi dan Peran Filantropi

Beberapa organisasi filantropi dan platform
penggalangan dana telah berkontribusi dengan
menyediakan alat bantu, bantuan pembiayaan
pengobatan yang tidak ditanggung BPJS, serta
dukungan perawatan khusus. Namun, bantuan
tersebut lebih banyak difokuskan pada kelompok
usia produktif, sehingga lansia penyandang
disabilitas—yang jumlahnya terus meningkat seiring
bertambahnya angka harapan hidup di Indonesia—
masih sulit dijangkau secara merata.’? & Hal ini
menunjukkan perlunya strategi kolaboratif antara
pemerintah, organisasi filantropi, dan masyarakat
guna membangun sistem kesehatan yang benar-
benar inklusif, sehingga setiap individu memperoleh
hak yang setara dalam akses kesehatan.

Sumber: pexels.com
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Sumber: Wahana Visi Indonesia

Strategi dan Sasaran

Berdasarkan analisis hasil FGD, IDI, dan studi literatur,
maka berikut ini adalah beberapa strategi dan
sasaran yang dapat dituju oleh lembaga filantropi,
agar dapat memperkuat perannya dalam sektor
kesehatan:

Kolaborasi Lintas Sektor

Agenda pembangunan kesehatan tidak bisa dicapai
hanya dengan mengandalkan upaya pemerintah
pusat dan daerah. Keterbatasan sumber daya dan
jangkauan merupakan faktor yang melatarbelakangi
diperlukannya pendekatan whole-of-government
dan  whole-of-society = dalam  pembangunan
kesehatan. Bersama dengan pemerintah, sektor
swasta dan masyarakat sipil dapat menyediakan
daya, inovasi, pembelajaran, dan
keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai
agenda pembangunan.®

sumber

Kickbusch dan GCleicher menyebutnya sebagai
"governance for health in the 21st century,” yakni
konsep yang memperluas definisi konvensional tata
kelola kesehatan dengan memasukkan faktor politik,
sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi
luaran kesehatan.®® Konsep ini menghubungkan
kesehatandengankapasitasindividu sertakomunitas,
menempatkan kesehatan sebagai komponen penting
dari ketahanan masyarakat secara keseluruhan. Hasil
FGD bersama dengan organisasi masyarakat sipil
dan filantropi juga berulang kali menekankan akan
pentingnya kolaborasi lintas sektor.
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Gambar 7. Governance for Health Framework.%°

Dengan menggabungkan sumber daya, keahlian,
praktik baik, dan jaringan dari berbagai aktor,
kolaborasi dapat mengisi kesenjangan, memperluas
koneksi, dan membagi peran secara lebih efektif.
Bentuk kolaborasi ini mencakup peningkatan
kapasitas, inovasi pendanaan, pemanfaatan
teknologi, layanan berbasis komunitas, serta



advokasi kebijakan. Organisasi masyarakat sipil dan
filantropi sepakat bahwa, sektor kesehatan tidak
dapat berdiri sendiri, karena berbagai isu, seperti
stunting atau TB, juga dipengaruhi oleh faktor sosial
dan ekonomi. Untuk mewujudkan kolaborasi yang
efektif ini, penting untuk memahami peran spesifik
masing-masing pemangku kepentingan serta
menyediakan forum koordinasi formal yang bebas
dari konflik kepentingan.

Pemerintah berperan sebagai regulator dan
fasilitator kebijakan, penyedia layanan kesehatan,
serta pengatur standarisasi. Organisasi masyarakat
sipil berfungsi sebagai jembatan antara komunitas
dengan  pembuat  kebijakan, = mengadvokasi
kebutuhan masyarakat, dan menjalankan program
berbasis komunitas. Sementara sektor filantropi
dan donor memberikan dukungan pendanaan,
inovasi program, serta membangun kapasitas.
Dunia akademik dan penelitian menyediakan data
dan evaluasi yang penting untuk pengambilan
keputusan berbasis bukti. Untuk mendukung
efektivitas kolaborasi tersebut, perlu dibentuk
forum-forum koordinasi formal yang memastikan
komunikasi terbuka dan transparan antar pemangku
kepentingan.

Komitmen terhadap kolaborasi lintas sektor ini
juga perlu ditunjukkan dengan adanya konsensus
mengenai target luaran bersama (shared-outcome)
dalam dokumen Rencana Induk Bidang Kesehatan
(RIBK). Tanpa rumusan outcome bersama, program
cenderung berjalan secara sporadis dan terbatas
pada aktor kesehatan saja.®* Kolaborasi lintas sektor
juga dapat didukung dengan pemetaan inisiatif
yang dapat diakses publik. Hal ini menjadi penting
untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas
program. Selain itu, pemetaan inisiatif juga dapat
berfungsi sebagai sarana pembagian peran/lokus,
serta medium pembelajaran kolektif terkait evaluasi
program maupun capaian pembangunan secara
berkala.

Advokasi Perubahan Kebijakan

Terdapat sejumlah kebijakan yang perlu menjadi
perhatian bagi pegiat filantropi, di mana kebijakan-
kebijakan ini perlu untuk dikaji lebih dalam sesuai
dengan relevansi di lapangan dan perkembangan
zaman agar filantropi di Indonesia menjadi lebih
akuntabel.

a. Proses pengumpulan uang dan barang (PUB)
saat ini masih menjadi tantangan dalam proses
penyaluran dana secara efektif dan efisien. Selain
proses pengurusannya yang memakan waktu,
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29
Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan, izin pengumpulan sumbangan
diberikan dalam bentuk Surat Keputusan dan
untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga)
bulan. Hal ini menyulitkan lembaga filantropi
maupun NGO untuk menyalurkan hasil donasi
untuk program-program jangka panjang, karena
mereka harus menyerahkan laporan program saat
mengurus izin yang baru.

Hal ini pun yang dikeluhkan oleh NGO yang
memiliki program pengumpulan dan penyaluran
donasi. Akibat regulasi yang sudah terlampau
zaman ini, setiap tiga bulan sekali hasil donasi
disalurkan untuk pemberian bantuan berdasarkan
nominal yang tersedia, alih-alih dikelola untuk
membiayai program transformatif yang dapat
memberikan dampak berkelanjutan dalam
jangka panjang. Dalam menyiasati jangka waktu
pengajuan izin dan pelaporan yang singkat ini,
pada praktiknya terdapat NGO yang mengurus
perizinan PUB untuk unsur infrastruktur, di mana
hal ini memungkinkan NGO untuk melakukan
pelaporan dalam jangka waktu yang lebih
panjang, yaitu 1 tahun. Selain itu, sejumlah NGO
juga mengeluhkan aturan PUB yang beberapa
kali berubah, seperti adanya permintaan data
penerima donasi by-name-by-address (BNBA)
di awal sebelum penyaluran donasi, di mana
peraturan sebelumnya data ini diminta setelah
penyaluran donasi dilakukan.

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 9
Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau
Barang, yang disebut sebagai RUU tentang
Penyelenggaraan Sumbangan sebenarnya
sempat masuk Prolegnas 2020-2024, akan
tetapi hingga kini RUU itu mangkrak.’® Untuk
mendorong percepatan RUU ini, Aliansi
Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan
mengajukan beberapa perubahan mendasar.
Tujuannya adalah memajukan filantropi sekaligus
mengoptimalkan perannya dalam mendukung
program pemerintah. Salah satu usulan utama
adalah  mengubah  mekanisme  perizinan
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menjadi sistem pendaftaran yang disertai
pengawasan dan penindakan efektif. Masa
berlaku pendaftaran diusulkan selama lima tahun,
serupa dengan regulasi pengelolaan ZIS (Zakat,
Infak, dan Sedekah), dengan peninjauan tahunan
untuk memastikan akuntabilitas organisasi
penyelenggara sumbangan. Selain itu, aliansi
ini juga mendorong pengaturan yang responsif
terhadap perkembangan filantropi di era digital,
termasuk regulasi platform crowdfunding dan
perlindungan data pribadi para donatur. Selain itu,
beberapa ketentuan dalam RUU juga dirancang
untuk mendukung pendayagunaan sumbangan
bagi program-program strategis dan jangka
panjang.®’

. Kebijakan insentif pajak bagi penyandang dana
di sektor kesehatan berpotensi meningkatkan
minat donatur sekaligus memberikan manfaat
timbal balik kepada negara melalui dukungan
pendanaan untuk program kesehatan. Sebagai
contoh, Singapura memberikan insentif pajak
yang signifikan, di mana setiap dolar yang
didonasikan ke yayasan amal mitra pemerintah
dapat memperoleh pengurangan pajak hingga
sebesar 2,50 SGD.'® % Sementara ini, regulasi
pemberian insentif pajak di Indonesia yang
berkaitan dengan kesehatan diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/
PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan
Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan
Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau
Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis
Kompetensi Tertentu (Super Tax Deduction),
termasuk untuk kompetensi di sektor Kesehatan.

. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)
atau Corporate Social Responsibility merupakan
komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuannya
adalah meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan bagi perusahaan, komunitas sekitar,
dan masyarakat luas. TJSL diwajibkan bagi pelaku
usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2012.

Beberapa LSM melaporkan bahwa sektor
kesehatan belum menjadi prioritas utama dalam
skema pembiayaan TJSL. Sebagian besar dana
lebih banyak dialokasikan untuk keadaan darurat,

seperti pandemi Covid-19. Sementara itu, aspek
berkelanjutan seperti akses layanan kesehatan
inklusif dan terjangkau serta kesehatan mental
kurang mendapat perhatian.

Dalam PP No. 47 Tahun 2012, tidak ada ketentuan
mengenai bentuk implementasi TJSL. Hanya
penjelasan mengenai kewajiban TJSL bagi
perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya
yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu
perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak
pada fungsi kemampuan sumber daya alam
termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Tidak adanya ketentuan spesifik ini membuat
implementasi TJSL berisiko hanya mengikuti
tren isu tertentu, bukan berdasarkan urgensi
di lapangan. Sebagai perbandingan, India
memberikan detail aktivitas yang dapat dilakukan
pelaku usaha dalam implementasi, salah satunya
kesehatan. Aktivitas TJSL di sektor kesehatan
dapat berkaitan dengan penghapusan kelaparan,
kemiskinan, dan malnutrisi; mendukung layanan
kesehatan termasuk upaya promotif dan
preventif serta sanitasi; serta menyediakan akses
terhadap air minum yang aman.®®

Selain mengatur pelaksanaan TJSL, diperlukan
regulasi yang mengawasi pemantauan dan
evaluasi dampaknya agar mendukung agenda
pemerintah, khususnya di sektor kesehatan.
Beberapa perusahaan sudah menyelaraskan
rencana TJSL dengan pemerintah melalui
pertemuan tahunan dan memasukkannya
dalam rencana kerja perusahaan, walaupun
pertimbangan internal sepertilokasi kegiatan juga
tetap diperhatikan. Regulasi di negara lain, seperti
Norwegia, menekankan transparansi dengan
mewajibkan perusahaan besar melaporkan
langkah mereka dalam mengintegrasikan isu
HAM, ketenagakerjaan, sosial, lingkungan, dan
anti korupsi.”®

Model Pembiayaan Inovatif

Pada praktik yang ditemukan, NGO memanfaatkan
berbagai model pembiayaan untuk mendukung
programnya, seperti donasi individu dan instansi,
hibah dari donor lokal maupun internasional, serta
sponsor perusahaan. Pendanaan ini dapat disalurkan
langsung ke lembaga sosial sebagai pelaksana
program atau melalui mekanisme subkontrak ke
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organisasi lokal. Peran organisasi lokal sebagai sub-
kontraktor sangat penting terutama saat program
difokuskan pada daerah yang belum terjangkau
lembaga pemberi dana. Skema ini memperkuat

Lemgaba Donor
Pengajuan proposal
mandiri

Lokal Internasional
Kontrak/Sub Kontrak
[ |

Emergency Response
Fund
Ketuka keadaan darurat

keterlibatan masyarakat lokal dan memastikan solusi
yang tepat sasaran karena dijalankan oleh aktor yang
paham kondisi setempat. Model pembiayaan ini
divisualisasikan dalam gambar di bawah:

Fund Raising
Mengelola barang/jasa
secara mandiri

Selling Services

Program Intervensi

Sponsorship
Kewajiban yang harus
dikeluarkan lembaga

Lembaga Sosial/
Funding
Pembiayaan kolektif

Pemerintah Mitra Global

Donasi
I Program Nasional Masyarajat
Il Program Daerah / dikelola masyarakat lokal [ |

[ ] Tertuju langsung pada openerima manfaat

Hibah
I

CSR

Donasi
Swasta

Gambar 8. Skema Pendanaan Lembaga Filantropi Kesehatan Indonesia, diolah penulis.

Namun, perubahan situasi geopolitik global
mempengaruhi pola pendanaan NGO. Contohnya,
berhentinya operasional USAID ikut mendorong
negara donor lain mengurangi alokasi dana
pembangunan internasional melalui ODA.
Dampaknya adalah berkurangnya pendanaan serta
dukungan teknis untuk sektor kesehatan. Kondisi ini

menuntut NGO untuk lebih adaptif dalam mencari
sumber pendanaan dan menjaga keberlanjutannya.
Oleh karena itu, perlu dijajaki berbagai model
pembiayaan alternatif agar ketergantungan pada
donor tertentu, terutama donor internasional, dapat
diminimalkan.

CLASSIFICATIONS RESULTS BASED CATALYTIC IMPACT SOCIAL NEW TAXATION
OF INNOVATIVE FINANCING FUNDING INVESTING RESPONSIBLE CHANNELS
FINANCE INVESTING
MECHANISMS - Debt swaps « Pooled investment - Fund of funds - Social bonds « Domestic health
(PRIMARY - Cash on delivery fund + Intermediated « Mutual funds taxes
EXAMPLES) aid « Cofunding funds « Person funds + International
« Performance « Seed funding + Direct investment solidarity levy
based financing « Volume funds « Earmarked taxes,
« Development guarantees « Blended finance e.g Sin Taxes
impact bonds « Credit guarantees facilities
« Revolving funds « Impact focused
- Advanced market capital market
commitments Solutions
SPECTRUM OF NO COST q BREAK EVEN COST RECOVERY + RECURRING
CAPITAL RECOVERY (COST RECOVERY) FINANCIAL RETURN CAPITAL

Gambar 9. Innovative Financing Analytical Framework.”
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Kerangka kerja di atas menunjukkan bahwa
terdapat sejumlah potensi pembiayaan inovatif
di sektor kesehatan, salah satunya dari sektor
Pembiayaan inovatif merupakan istilah
untuk menjelaskan mekanisme pembiayaan non-
tradisional, yang digunakan secara efisien untuk

menggalang dan menyalurkan dana baru untuk
bantuan pembangunan, termasuk kesehatan. Pada
framework ini, terdapat empat kategori mekanisme
pembiayaan inovatif yang dapat dieksplor oleh
lembaga filantropi sebagai penggalang dana, dan
juga NGO sebagai pelaksana dan mitra strategis:

swasta.

Tabel 2. Jenis-Jenis Mekanisme Pembiayaan Inovatif, diolah penulis.

Mekanisme

Pembiayaan

Definisi

Sumber Dana

Contoh Program

Results Based  Results based financing atau Donor Global Financing Facility (GFF)
Financing pembiayaan berbasis kinerja internasional, menerima dana dari Kanada,
menekankan  pada  pemberian pemerintah Denmark, Jepang, Norwegia,
dana yang dibuktikan dengan hasil negara penerima Britania Raya, the Bill & Melinda
yang disepakati sebelumnya telah dana, lembaga Gates Foundation, dan MSD for
tercapai. filantropi. Mothers yang disalurkan melalui
Bank Dunia untuk memastikan
kesehatan ibu dan anak di
negara-negara prioritas, termasuk
Indonesia.”

Catalytic Fund  Catalytic fund merupakan model Gabungan donor Program pengendalian tuberkulosis
pembiayaan yang bertujuan untuk internasional berbasis District based Public-
mendorong hasil yang lebih cepat yang disalurkan Private  Mix (DPPM) yang
dari sebuah inisiatif, misalnya ke lembaga diimplementasikan oleh Yayasan
pembiayaan untuk perusahaan pengeloladanadi  KNCV Indonesia didanai melalui
rintisan. negara penerima skema catalytic fund dari Global

dana. Fund.”?

Impact Impact investment atau investasi Lembaga YCAB Ventures mengelola dana

Investment berdampak merupakan investasi filantropi, Angel Indonesia Women Empowerment
yang bertujuan untuk mendapatkan investor, lembaga Fund (IWEF) untuk mendukung
keuntungan finansial  sekaligus keuangan. wirausaha baru agar dapat
mendukung terbentuknya dampak memberikan manfaat dan
sosial yang positif. layanan yang lebih baik kepada

kalangan yang kurang beruntung,
perempuan, maupun  generasi
muda di Indonesia. Dana
IWEF dikelola secara bersama
oleh Moonshot Ventures dan
Investing in Women, lembaga
yang diprakarsai oleh pemerintah
Australia, sebagai investor.”*

Socially Socially responsible investment Investor PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Responsible atau investasi bertanggung jawab individu, investor menerbitkan obligasi berwawasan

Investment sosial adalah investasi yang institusional lingkungan, yang juga berfokus
bertujuan untuk mendapatkan (bank), lembaga terhadap SDGs #3 Kehidupan
keuntungan dari kegiatan usaha keuangan Sehat dan Sejahtera.”®
yang etis. multilateral.
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Desain Program dan
Pendanaan Berkelanjutan

Program yang berkelanjutan adalah program yang
mudah beradaptasi, mendapatkan dukungan,
dapat direalisasikan dengan mudah dan dengan
kata lain program tersebut harus berdasarkan bukti
ilmiah, berbasis riset, mudah direpikasi, dan biaya
yang keluar cukup masuk akal untuk program yang
spesifik.>® Program yang melibatkan para pengambil
keputusan utama di masyarakat baik formal maupun
informal lebih mungkin untuk bertahan dan menarik
pendanaan berkelanjutan.”® Berbagai strategi yang
dapat dilakukan oleh aktor pembangunan antara
lain dengan melakukan pendampingan pemerintah
daerah dan masyarakat dalam bentuk investasi
peningkatan kualitas sumber daya kolaborasi antara
pemerintah daerah, penduduk masyarakat, dan
organisasi jaringan pendukung.”’ 78

Melalui proses ini, diharapkan dapat menumbuhkan
rasa kepemilikan terhadap program, menyesuaikan
program dengan prioritas dan rencana strategis
daerah, serta mempermudah transisi pembiayaan
dari tingkat federal ke lokal. Untuk mencapai tujuan
tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan
meliputi:

« Melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat
sejak awal mulai dari penyusunan proposal,
perencanaan, evaluasi, hingga pelaporan hasil.

«  Membangun kapasitas lokal baik staf pemerintah
daerah maupun masyarakat sesuai dengan
pemetaan aktor pembangunan yang terlibat
dengan juga melibatkan tokoh lokal/informal di
lingkungan setempat.

« Menunjukkan kesesuaian program dengan
rencana daerah dengan memperhatikan indikasi
program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) dan Renstra Dinas (Rencana
Strategis Dinas).

« Menggunakan aset lokal misalnya dengan
meminjam rumah warga, balai desa dst untuk
kegiatan yang dilakukan, menggunakan jasa
masak dari lingkungan setempat dan aktivitas
komunal masyarakat seperti gotong royong.

«  Menawarkan asistensi teknis dengan membantu
pemda dan masyarakat untuk memahami
metodologi, hasil, dan potensi replikasi program.

+ Menjadwalkan  komunikasi  rutin  sebagai
mekanisme update dan forum berbagai informasi.

+ Melibatkan masyarakat dalam
mendokumentasikan cerita keberhasilan, data,
dan testimoni dampak.

+  Mendorong pembentukan kebijakan lokal untuk
mendukung keberlanjutan program berdasarkan
yang telah didokumentasikan (misal: peraturan
bupati, surat edaran kepala dinas dsb).

Local
Activities

Citizen
Partisipation

Capacity and
Management

Support
Network

Gambar 10. Kerangka Konseptual Tata Kelola Pembangunan
Berkelanjutan.”

Seperti kerangka konseptual di atas (Gambar 10)
yang menunjukan keterkaitan antara tiga elemen
utama, partisipasi warga, kapasitas dan manajemen,
serta jaringan dukungan, dalam mendorong kegiatan
lokal. Partisipasi warga memperkuat kapasitas
dan manajemen, yang pada gilirannya mendapat
dukungan dari jaringan eksternal. Sebagai contoh,
pada Program Kampung lklim partisipasi masyarakat
memperkuat kapasitas dan manajemen komunitas,
seperti dalam pengelolaan sampah dan konservasi
air, kapasitas ini menarik dukungan pemerintah,
lembaga swadaya masyarakat, mitra internasional,
yang memberikan pelatihan dan sumber daya.”®
Ketiga elemen ini secara sinergis berkontribusi
terhadap keberlangsungan dan efektivitas kegiatan
lokal. Termasuk sumber daya manusia yang ada di
pemerintahan.
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Kerangka Pemantauan,
Evaluasi, dan Pembelajaran

Perbaikan  kerangka  Monitoring,  Evaluation,
dan Learning menjadi krusial dalam menjamin
efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Mendokumentasikan  hasil  penilaian  dengan
perbaikan sistem informasi melalui pengembangan
kapasitas sumber daya manusia, kualitas data, dan
penggunaan data untuk pengambilan keputusan.
Melibatkan masyarakat sebagai sistem kontrol dalam

memperbaiki sistem informasi di pemerintahan
sehingga hasil pemantauan, evaluasi, dan
pembelajaran terhadap suatu proyek atau program
yang dijalankan sesuai dengan rencana transisi yang
ditetapkan dengan jelas. Termasuk strategi retensi
dan kesesuaian dengan rencana tahunan, jangka
menengah dan panjang pemerintah di tingkat pusat
maupun daerah. Kolaborasi pemangku kepentingan
dan pembangunan kapasitas lokal berkontribusi
pada keberhasilan dan keberlanjutan.&®

Mendokumentasikan Hasil Penilaian

Penguatan Kapasitas Lokal &
Kolaborasi

Melibatkan Masyarakat dan Staff Pemerintahan

Melaksanakan Sesuai Dengan Rencana Yang

Ditetapkan

Rencana Kerja dan Strategi Retensi &

Pembangunan Daerah Kesesuaian

Kolaborasi Pemangku Penguatan Kapasitas Lokal &

Kepenting Kolaborasi

Kepatuhan, Efektivitas, Perbaikan Berkelanjutan

Gambar 11. Strategi Kerangka Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran Efektif, diolah penulis.

Strategi kerangka MEL (Monitoring, Evaluation, and
Learning) yang efektif mencakup pendokumentasian
hasil penilaian, penguatan sistem informasi melalui
peningkatan kapasitas SDM, kualitas data, dan
pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.
Masyarakat dilibatkan sebagai sistem kontrol
untuk memastikan akuntabilitas dan kesesuaian
program dengan rencana transisi, tahunan, serta
rencana jangka menengah dan panjang pemerintah.
Kolaborasi pemangku kepentingan dan penguatan
kapasitas lokal menjadi kunci keberhasilan dan
keberlanjutan. MEL juga berfungsi menilai kepatuhan
proyek, efektivitas intervensi, dan memberikan
umpan balik strategis berbasis data guna mendorong
perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini,
hasil pembelajaran dari program yang dijalankan
dapat diarahkan untuk mendukung rencana transisi
yang telah ditetapkan secara jelas dan terukur, serta
membangun kepercayaan antara pemerintah dan
masyarakat.
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Kesimpulan dan Rekomendasi

Filantropi sektor kesehatan di
Indonesia punya modal sosial
besar, jejaring luas, dan inovasi
pembiayaan yang menjanjikan
untuk menjawab tantangan
pembangunan.

Namun, dampak optimal hanya akan tercapai
Jjika kolaborasi lintas sektor diperkuat, regulasi
disesuaikan kebutuhan zaman, serta pola
pendanaan digeser dari sekadar reaktif menjadi
berkelanjutan dan akuntabel. Para pemangku

kepentingan perlu mengambil peran proaktif:
pemerintah memperbaiki sistem regulasi
dan implementasi pencapaian Universal
Health Coverage (UHC), serta insentif pajak.
Filantropi juga perlu memperkuat transparansi,
akuntabilitas dan inovasi program, sedangkan
sektor swasta dan NGO mematangkan
komitmen melalui kolaborasi dan desain
program yang berkelanjutan. Dengan langkah
konkrit ini, filantropi bukan hanya penyangga,
tetapi dapat menjadi arsitek perubahan sistem
kesehatan nasional yang lebih tangguh, inklusif,
dan berkeadilan.

Sumber:'Wahana Vistindenesia
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Apresiasi & Penghargaan

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI)
menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada
anggota atas kontribusinya dalam
penyusunan publikasi ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi khusus kami
sampaikan kepada seluruh pihak yang telah
mendukung penyusunan Strategic  Paper:
Penguatan Peran Filantropi di Sektor Kesehatan.

seluruh

Tanoto
Foundation

Tanoto Foundation adalah sebuah organisasi
filantropi independen yang didirikan oleh
Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto atas
dasar keyakinan bahwa setiap individu harus
mempunyai kesempatan untuk mewujudkan
potensinya secara penuh. Tanoto Foundation
memulai kegiatannya pada 1981, saat pendiri
kami membangun Taman Kanak-kanak dan
Sekolah Dasar di Besitang, Sumatera Utara.
Tanoto Foundation menjalankan  program
keyakinan bahwa pendidikan
berkualitas bisa mempercepat terciptanya
kesetaraan peluang. Kami memanfaatkan
transformatif  pendidikan  untuk
membantu masyarakat agar bisa mewujudkan
potensi dan memperbaiki taraf hidupnya.

berdasarkan

kekuatan

Kitabisa

Kitabisa.org adalah platform donasi digital
terbesar di Indonesia yang kini berkembang
menjadi solusi menyeluruh untuk pengelolaan
dana filantropi. Sejak berdiri pada tahun 2013,
Kitabisa telah menghimpun lebih dari Rp5 triliun,
melibatkan 8+ juta donatur, dan bermitra dengan
500+ perusahaan untuk melaksanakan lebih dari
479.000 kampanye sosial di seluruh Indonesia.
Inovasi utama kami adalah skema blended
financing—yakni  penggabungan  berbagai
sumber dana seperti donasi publik, dana CSR,
hibah, anggaran pemerintah, dan dana berbasis
keagamaan untuk menciptakan dampak sosial
yang lebih besar dan berkelanjutan.
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Wahana Visi

INDOMNESIA

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah organisasi
kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan
berkolaborasi dalam pemberdayaan anak,
keluarga dan masyarakat yang paling rentan
melalui pendekatan pengembangan masyarakat,
advokasi dan tanggap bencana untuk membawa
perubahan yang berkesinambungan tanpa
membedakan agama, ras, suku, dan gender. Lebih
dari 25 tahun, WVI telah menjalankan program
pengembangan masyarakat yang berfokus pada
anak. Jutaan anak di Indonesia telah merasakan
manfaat program pendampingan WVI.
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